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MOTTO 
 

 انَِّ مَعَ الۡعُسۡرِ يسُۡرًا
“ sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. “ 

(Q.S. Al-Insyrah: 6) 
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ABSTRAK 
 

Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap Pencemaran Sungai Di Desa Taba 
Terunjam Kabupaten Bengkulu Tengah Akibat Limbah Industri karet Perspektif 
Fiqh Siyasah. Oleh: Ena Adevia Pandu Winata, NIM: 1811150031.  
Pembimbing 1: Masril, M.H dan Pembimbing II: Drs. Tasri, M.A  
Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) 
Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022. 67 Halaman. 
 
 

Fokus Permasalahan dalam penelitian ini, yaitu: (1) Bagaimana Tingkat 
Pencemaran Sungai Akibat Limbah Industri Karet di Desa Taba Terunjam, Kabupaten 
Bengkulu Tengah, (2) Bagaimana Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Dampak Pencemaran 
Sungai Akibat Limbah Industri Karet di Desa Taba Terunjam, Kabupaten Bengkulu 
Tengah, (3) Bagaimana Usaha Pemerintah Dalam Penegakan Hikum Lingkungan. 
Untuk mengungkap persoalan tersebut secara mendalam dan menyeluruh peneliti 
menggunakan metode field research (penelitian lapangan) dengan pendekatan 
penelitiannya yaitu pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif kualitatif. 
Kemudian data tersebut diuraikan, dianalisis, dan dibahas untuk menjawab 
permasalahan tersebut. Subjek penelitian ini berjumlah 5 orang terdiri dari 1 orang 
kepala dinas lingkungan hidup (DLH), 1 orang kepala bagian sampel, 1 orang kepala 
desa taba terunjam dan 2 orang warga desa taba terunjam. Dari hasil penelitian ini telah 
ditemukan bahwa, Bagaimana Tingkat Pencemaran Sungai Akibat Limbah Industri di 
Desa Taba Terunjam, Kabupaten Bengkulu Tengah sudah tidak memenuhi baku mutu 
air sungai. Adapun yang telah dilakukan sebagai bentuk pelaksanaan  putusan 
lingkungan hidup menurut Undang-undang 32 Tahun 2009 meskipun peraturan ini 
sudah dilaksanakan sebagaimana mestinya namun Pencemaran Sungai di Desa Taba 
Terunjam masih terus berlangsung. Kedua, Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Dampak 
Pencemaran Sungai Akibat Limbah Industri di Desa Taba Terunjam, Kabupaten 
Bengkulu Tengah, dalam pandangan Fiqh Siyasah pengendalian pencemaran sungai 
yang dilakukan pemerintah daerah kabupaten Bengkulu tengah masih belum sesuai 
dengan syariat islam, yakni manusia sebagai khalifah dimuka bumi ialah untuk dapat 
memakmurkan bumi sesuai dengan syariat islam, khalifah dalam pandangan islam 
selain bertanggung jawab pada dirinya sendiri dia juga harus memikul tanggung jawab 
sesama makhluk hidup lainnya dan seluruh alam termasuk dalam menjaga kelestarian 
lingkungan. 

 
 
 

Kata kunci:Tingkat Pencemaran Sungai, Undang-undang, Fiqh Siyasah  
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BAB 1 
PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang Masalah 

Fiqh siyasah  merupakan tarkib idhofi yang tersusun dari dua kata  
berbahasa Arab, yaitu kata fiqh dan siyasah. Agar diperoleh pemahaman yang 
benar tentang apa yang dimaksud dengan Fiqh Siyasah, maka perlu dijelaskan 
penngertian masing-masing kata dari segi bahasa dan istilah. 

Secara etimologi (bahasa) fiqh adalah pemahaman sedangkan fiqh secara 
terminologi (istilah) adalah pengetahuan  tentang hukum syar’i mengenai amal 
perbuatan (praktis) yang diperoleh dari dalil tafshili (terinci), yakni hukum-
hukum khusus yang di ambil dari al-Qur;an dan as-Sunnah. Jadi fiqh adalah 
pengetahuan mengenai hukum Islam yang bersumber dari al-Qur’an dan as-
Sunnah yang disusun oleh mujtahid melalui jalan penalaran dan ijtihad. 

Kata siyasah berasal dari kata sasa. Kata ini dalam kamus lisan al-Arab 
berarti mengatur, mengurus dan memerintah. Jadi siasah menurut bahasa 
mengandung beberapa arti, yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, 
membuat kebijaksanaan, pemerintah dan politik. Secara terminologis dalam 
kitab Lisan al-Arab, yang dimaksud dengan kata siyasah adalah dengan cara yang 
membawa kepada kemaslahatan. 1 

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa fiqh siyasah ialah ilmu 
yang mempelajari hal-ihwal urusan umat dan negara dengan segala bentuk 
hukum, pengaturan, dan kebijaksanaan dan dibuat oleh pemegang kekuasan 
yang sejalan dengan dasar-dasar yang syariat untuk mewujudkan kemaslahatan 
umat. Adapun wilayah pembahasan fiqh siyasah meliputi: 

1.) Siyasah Dusturiyah (peraturan perundang-undangan) 
2.) Siyasah Maliyyah (ekonomi dan moneter) 
3.) Siyasah Qudha’iyyah (peradilan) 
4.) Siyasah Harbiyyah (hikum perang) 
5.) Siyasah Idariyyah (administrasi Negara) 
Dalam kajian fiqh siyasah tentu saja perbuatan industri yang 

menginginkan suatu keuntungan sebelah pihak dan merugikan orang lain 
adalah tindakan orang-orang yang zalim dan berdosa, dan hal ini sesusai dengan 
firman Allah SWT yang terdapat dalam Qs. Ar-Rum ayat 41 yang berbunyi: 

 ُ ا لعََلَِّ ْْ ْٕ عَوِلُ ْٗقَِنُْ تعَْطَ الَّرِ ْٗدِٓ الٌَّاضِ لِ٘رُِ الْثحَْسِ توَِا كَعَثتَْ اَ َّ نْ ظَِسََ الْفعََادُ فِٔ الْثسَِّ 

ىَ  ْْ  ٗسَْجِعُ

“Telah Nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan 
manusia, Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan 
mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).” 

 

                                                             
1
 Nurcholish madjid, fiqh siyasah, (jakarta: prenadamedia group,2014), h. 241 
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Surat al-Qashash ayat 77 

ُ ٱل ٱتْتغَِ فِ٘وَآ ءَاتىَٰكَ ٱللََّّ َّ ُ أحَْعِي كَوَآ أحَْعَيَ ٱللََّّ َّ ًْ٘اَ ۖ  لََ تٌَطَ ًصَِ٘ثكََ هِيَ ٱلدُّ َّ دَّازَ ٱلْءَاخِسَجَ ۖ 

َ لََ ٗحُِةُّ ٱلْوُفْعِدِٗيَ  لََ تثَْغِ ٱلْفعََادَ فِٔ ٱلْْزَْضِ ۖ إىَِّ ٱللََّّ َّ ْ٘كَ ۖ   إِلَ

“Dan carilah pada apa yang telah dianugrahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri 
akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagiamu dari (kenikmatan) duniawi dan 
berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan 
janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak 
menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.”2 

Ayat diatas telah menjelaskan bahwa melarang segala bentuk 
pengrusakan terhadap alam sekitar, baik pengrusakan secara langsung maupun 
tidak langsung, kaum muslimin harus menjadi yang terdepan dalam menjaga 
dan melestarikan alam sekitar oleh karena itu, seyogyanya setiap muslim 
memahami landasan-landasan pelestarian lingkungan hidup karena pelestarian 
lingkungan hidup merupakan tanggung jawab semua umat manusia sebagai 
pemikul amanah untuk menghuni bumi Allah Azza wa jalla ini. 

Allah Subhanahu wa Ta’ala telah melarang perbuatan merusak 
lingkungan hidup karena bisa membahayakan kehidupan manusia di muka 
bumi karena bumi yang kita tempati ini adalah milik Allah Azza wa jalla dan kita 
hanya diamanahkan untuk menempatinya sampai pada batas waktu yang telah 
Allah Azza wa jalla tetapkan oleh karena itu, manusia tidak boleh semena-mena 
mengeksplorasi alam tampa memikirkan akibat yang muncul.3 

Kemudian lingkungan yang bersih juga merupakan dambaan bagi setiap 
masyarakat yang menempati suatu permukiman. Pengertian lingkungan hidup 
menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 1 angka 1 adalah kesatuan ruang dari 
semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan 
prilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan kehidupan, dan 
kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.4 Masalah-masalah yang 
mengganggu kesehatan warga sering kali berasal dari kurangnya kualitas 
kebersihan khususnya timbul pencemaran lingkungan berupa pencemaran 
udara (bau), limbah padat dan cair. Udara (bau) limbah padat dan cair dimana 
didalamnya terkandung sejumlah oksigen, merupakan komponen penting bagi 
kehidupan, baik manusia maupun makhluk hidup lainnya. 

Pencemaran dan kerusakan lingkungan merupakan bahaya yang 
senantiasa mengancam kehidupan dari waktu ke waktu. Ekosistem dari suatu 
lingkungan dapat terganggu kelestariannya karena pencemaran dan kerusakan 
lingkungan. Upaya pengendalian lingkungan hidup sebagai sumber daya 
merupakan aset yang dapat diperlukan untuk mensejahterakan masyarakat. hal 

                                                             
2
Departemen Agama, Al-Quran dan Terjemahan nya, (Bandung: CV Diponogoro,2005),h.79. 

3
 Nurcholish Madjid, Fiqh Siyasah..., h. 253. 

4
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Presiden Republik Indonesia   
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ini sesuai dengan Undang-Undang 1945 pasal 33 ayat 3, yang selanjutnya disebut 
dengan UUD 1945 yang menyatakan bahwa: “Bumi, Air, dan kekayaan yang 
terkandung di dalamnya di pergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran 
rakyat”5 

Berikut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2009 Pasal 
3 tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan untuk 
melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran 
dan/atau kerusakan lingkungan hidup, menjamin keselamatan, kesehatan, 
kehidupan manusia dan menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup 
dan kelestarian ekosistem.6 

Tetapi dalam kegiatan pemanfaatan industri karet di Desa Taba Terunjam 
Kabupaten Bengkulu Tengah  menimbulkan dampak buruk bagi lingkungan 
sekitar karena pengelolahan karet mentah selain menghasilkan produk juga 
menghasilkan limbah buangan. Limbah yang dihasilkan berupa limbah cair 
seperti limbah minyak, yang mana limbah minyak tersebut dibuang ke sungai 
yang terletak tidak jauh dari pabrik.  

Adapun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang 
dilakukan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) yang bekerja sama dengan UPTD 
Laboratorium Lingkungan terhadap DAS sungai Bengkulu hasil penelitian yang 
berasal dari UPTD Laboratorium Lingkungan pada 22 maret 2022, menghasilkan 
bawasannya sungai air Bengkulu dinyatakan tercemar berat logam berbahaya, 
serta menyebabkan pengendapan dan pendangkalan di sungai. Sisa limbah 
industri yang mengandung bahan kimia berbahaya bagi kesehatan manusia jika 
air yang terkontaminasi. Limbah industri mengandung sulfur (s), Merkuri (Hg), 
Asam Sianida (HZN), Mangan (Mn), Asam Sulfat (H2SO4), dan Timbal/tima 
(Pb). Sungai air Bengkulu saat ini sudah tidak memenuhi standar kualitas sumber 
air baku PDAM. Sampel air untuk menghasilkan data diambil dari tiga titik yang 
terletak di Hulu Sungai, Tengah Sungai, dan Hilir Sungai. Berikut ketiga tabel 
hasil dari pengujian sampel yang dilakukan UPTD Laboratorium Lingkungan. 

Pada hasil analisis bagaimana tingkat pencemaran sungai saat ini sudah 
melebihi Baku Mutu air sungai yang sudah ditetapkan. Kondisi air sungai di 
Desa Taba Terunjam sudah masuk dalam katagori Tercemar Berat yaitu kelas D. 
Kekeruhan air mencapai 421 NTU4 dari 5 NTU yang ditetapkan dalam permenkes 
tersebut. Demikian juga dengan tingkat perubahan warna yang ditoleransi 
sebesar 15 PTCO5 sudah berada pada angka 267 PTCO. Kandungan besi berada 
pada angka 0,76 mg per liter dari angka yang ditoleransi 0,30 mg per liter. 

Hal ini terlihat dari warna air sungai yang berubah menjadi keruh dan 
sangat mempengaruhi ekosistem sungai.  Selain itu juga menimbulkan  
pencemaran udara berupa bau menyengat yang dapat menganggu kenyamanan 
warga sekitar,  air sungai Bengkulu termasuk dalam golongan air Muttanajjis 
yakni air yang tercampur dengan barang yang najis, hukumnya bias 2 

                                                             
5
 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi  

6
 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Presiden Republik Indonesia   
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kemungkinan yaitu jika ia terkena najis lalu berubah rasa, warna atau bau nya 
maka hukum air tersebut najis, jika tidak berubah rasa, warna atau bau nya 
maka hukum air tersebut suci dan mengsucikan, jenis air ini tidak bias di 
gunakan kembali untuk keperluan lain kecuali di daur ulang (recycle). 

Dalam uraian latar belakang di atas, hal tersebut menarik untuk dikaji 
oleh penulis dan untuk meneliti masalah ini serta memaparkannya dalam 
bentuk skripsi dengan judul “Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap 
Pencemaran Sungai Taba Terunjam Kabupaten Bengkulu Tengah Akibat Limbah 
Industri karet Perspektif Fiqh Siyasah” 

B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan hasil latar belakang masalah di atas maka penulis menarik 

beberapa rumusan masalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana tingkat pencemaran sungai akibat limbah insdustri karet di Desa 

Taba Terunjam, Kabupaten Bengkulu tengah?  
2. Bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap dampak pencemaran sungai akibat 

limbah industri karet di Desa Taba Terunjam, Kabupaten Bengkulu tengah? 
3. Bagaimana usaha Pemerintah Dalam Penegakan Hukum Lingkungan? 

 
C. Tujuan Pembahasan 

 Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam 
penelitian yakni: 
1. Untuk mengetahui bagaimanakah tingkat pencemaran sungai akibat limbah 

insdustri karet di Desa Taba Terunjam, Kabupaten Bengkulu tengah 
2. Untuk mengetahui tinjauan fiqh siyasah terhadap dampak pencemaran 

sungai akibat limbah industri karet di Desa Taba Terunjam, Kabupaten 
Bengkulu tengah 

3. Untuk mengetahui apakah usaha pemerintah dalam penegakan hukum 
lingkungan 
 

D. Kegunaan Penelitian  
1. Teoritis  

 Hasil penelitian diharapkan dapat memebrikan kontribusi dan 
sumbangan pengetahuan bagi pemikir atau pakar hukum dan bagi 
mahasiswa yang mempunyai signifikan bagi penelitian lebih lanjut terutama 
tentang permasalahan pencemaran lingkungan. 

2. Praktis 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmu 

penegetahuan bagi masyarakat luas berkaitan dengan pencemaran 
lingkungan terhadap limbah industri dan lebih lanjut jadi pertimbangan bagi 
institute, pemerintah, maupun masyarakat dalam menangani masalah 
pencemaran lingkungan. Penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan 
Bagaimana tingkat pencemaran sungai akibat limbah insdustri karet di Desa 
Taba Terunjam, Kabupaten Bengkulu tengah?  
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E. Penelitian Terdahulu 
 Untuk menghindari kesamaan dengan penyususn sebelumnya, maka dari itu 
penyusun melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian yang telah ada 
sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penyusun 
terhadap tema skripsi yang setara. 

1. penelitian yang dilakukan oleh Dhiky Ardistya Jati7, Jurusan Ilmu Hukum 
Fakultas Ilmu Hukum yang berjudul Aspek Hukum, Universitas Atma Jaya 
Yogyakarta, Pengelolaan Limbah Pabrik Aspal Selo Progo Sakti Sebagai 
Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan Di Kabupaten Klaten. Maka 
rumusan masalah pada penelitian ini adalah Bagaimana pengelolaan limbah 
pabrik aspal Selo Progo Sakti sebagai upaya pencegahan pencemaran 
lingkungan di Kabupaten Klaten, Apa saja kendala dan solusi dalam 
pengelolaan limbah pabrik aspal Selo Progo Sakti dalam rangka mencegah 
pencemaran lingkungan di Kabupaten Klaten. 

Pada hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa terhadap pengelolaan 
limbah pabrik aspal Selo Progo Sakti sebagai upaya pencegahan pencemaran 
lingkungan di Kabupaten Klaten telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara. Hal ini 
dapat dibuktikan dari proses pengelolaan limbah aspal yang dilakukan oleh 
pabrik Selo Progo Sakti yang telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara pada pasal 
21 butir a,b,c. Butir a pabrik Selo Progo Sakti telah menaati baku mutu udara 
ambien, baku mutu emisi, dan baku tingkat gangguan yang ditetapkan untuk 
usaha dan/atau kegiatan yang dilakukannya. Butir b pabrik Selo Pogo Sakti 
melakukan pencegahan dan/atau penanggulangan pencemaran udara yang 
diakibatkan oleh usaha dan/atau kegiatan yang dilakukannya. Hal ini dapat 
dibuktikan dari adanya ciklone yang terdapat di cerobong asap pabrik Selo 
Progo Sakti. Ciklone ini berfungsi berfungsi untuk menyaring debu yang ada 
pada cerobong asap, untuk memaksimalkan proses penyaringan debu 
tersebut, maka dilakukan penyemprotan air bertekanan tinggi.  Butir c pihak 
pabrik Selo Progo Sakti telah memberikan informasi 

Tentang kegiatan usaha yang akan dilakukan oleh pabrik Selo Progo 
Sakti, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya perjanjian di awal tentang 
pemberian kompensasi yang diberikan pihak pabrik Selo Progo Sakti kepada 
masyarakat sekitar pabrik.  

Kemudian yang membedakan dengan penilitian sekarang adalah 
mengambil rumusan masalah “Bagaimana tingkat pencemaran sungai akibat 
limbah insdustri karet di Desa Taba Terunjam, Kabupaten Bengkulu tengah, 
Bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap dampak pencemaran sungai akibat 
limbah industri karet di Desa Taba Terunjam, Kabupaten Bengkulu tengah, 
Bagaimana Usaha Pemerintah Dalam Penegakan Hukum Lingkungan” disini 

                                                             
7
 Dhiky Ardistya Jati, Aspek Hukum Pengelolaan Limbah Pabrik Aspal Selo Progo Sakti Sebagai 

Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan Di Kabupaten Klaten, (Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Hukum 

yang berjudul Aspek Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakartah) h. 7 
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peniliti menitik beratkan kepada limbah yang di akibatkan dari industri karet 
yang ada di Desa Taba Terunjam Kabupaten Bengkulu Tengah. Apakah 
akibat dari limbah tersebut bagi masyarakat yang terdampak oleh limbah 
industri batu bara  yang keberadaannya menimbulkan dampak perubahan 
bentang alam, penurunan kesuburan tanah, terjadinya ancaman terhadap 
keanekaragaman hayati, penurunan kualitas air, penurunan kualitas udara 
serta pencemaran lingkungan dilihat dari Perspektif Fiqh Siyasah.” 

2. Skripsi Isnaini Umroifun Afifah8 dengan judul “Pengawasan Dinas  
Lingkungan Hidup Terhadap Limbah Pabrik Tahu Menurut Undang-undang  
No. 32 Tahun 2009 dan Fikih Lingkungan (Studi di Desa Mojorejo Kecamatan 
Modo Kabupaten Lamongan)”. Maka rumusan masalah pada penelitian ini 
adalah Bagaimana pengawasan dinas lingkungan hidup terhadap limbah 
pabrik tahu di Desa Mojorejo Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan 
menurut Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009, Bagaimana pengawasan 
dinas lingkungan hidup terhadap limbah pabrik tahu di Desa Mojorejo 
Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan menurut Fikih Lingkungan 
 Pada hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa   pengawasan yang 
dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan dalam 
melakuan kegiatan pengawasan yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup 
Kabupaten Lamongan dalam melakukan kegiatan pengawasan sudah sesuai 
dengan SK Rencana kerja dan sesuai dengan Undang- Undang 32 Tahun 2009 
tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup. 
 Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan terhadap 
Limbah pabrik tahu di Desa Mojorejo Kecamatan Modo Kabupaten 
Lamongan berdasarkan tinjauan Fikih Lingkungan, Pengawasan Dinas 
Lingkungan Hidup dianggap sebagai suatu wasa’il (sarana) untuk 
memudahkan penyelenggaraan Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup 
supaya dapat berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah 
SWT. Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan sebagai 
sarananya, yaitu suatu cara untuk meninjau, mengevaluasi dan menetapkan 
status ketaatan dari pihak perusahaan industri atau non industri, yaitu sejauh 
mana upaya yang telah dilakukan di dalam memenuhi dan menaati seluruh 
peraturan dan persyaratan perizinan dokumen lingkungan dan izin 
lingkungan yang dimiliki dalam melakukan kegiatan industri. Dan 
terciptanya sarana dan prasarana yang baik agar dapat menjaga kelestarian 
lingkungan. 
 Kemudian yang membedakan dengan penilitian sekarang adalah 
mengambil rumusan masalah “Bagaimana tingkat pencemaran sungai akibat 
limbah insdustri karet di Desa Taba Terunjam, Kabupaten Bengkulu tengah, 
Bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap dampak pencemaran sungai akibat 
limbah industri karet Taba Terunjam, Kabupaten Bengkulu tengah, 

                                                             
8
 Isnaini Umroifun Afifah dengan judul “Pengawasan Dinas  Lingkungan Hidup Terhadap Limbah 

Pabrik Tahu Menurut Undang-undang  No. 32 Tahun 2009 dan Fikih Lingkungan (Studi di Desa Mojorejo 

Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan)”.(Skripsi, Fakultas Syari.ah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 

2019), h. 10 
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Bagaimana Usaha Pemerintah Dalam Penegakan Hukum Lingkungan” disini 
peniliti menitik beratkan kepada limbah yang di akibatkan dari industri batu 
bara yang ada di Desa Taba Terunjam Kabupaten Bengkulu Tengah. Apakah 
akibat dari limbah tersebut bagi masyarakat yang terdampak oleh limbah 
industri batu bara yang keberadaannya menimbulkan dampak perubahan 
bentang alam, penurunan kesuburan tanah, terjadinya ancaman terhadap 
keanekaragaman hayati, penurunan kualitas air, penurunan kualitas udara 
serta pencemaran lingkungan dilihat dari Perspektif Fiqh Siyasah.” 
 

F. Metode Penelitian 
1.  Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research), 
yaitu objek penelitian langsung pada lembaga atau satuan yang berhubungan 
langsung dengan pembahasan. Penelitian ini menggunakan pendekatan 
kualitatif, pendekatan kualitatif merupakan salah satu prosedur yang 
mengahasilkan data deskriptif yang bersumber dari lapangan yang diperoleh 
dari pihak-pihak yang terkait Secara sosiologis dengan cara melihat kenyataan 
yang ada di lapangan berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti 
dipandang dari sudut pandang penerapan hukum. 

2. Waktu dan Lokasi Penelitian 
Adapun lokasi penelitian dilaksanakan di Desa Taba Terunjam, Kabupaten 

Bengkulu Tengah. dengan kisaran waktu yang telah di tempuh dalam 
menyelesaikan penelitian ini yaitu berlangsung kurang lebih 1 bulan. 

3. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data 
a. Sumber data 

1) Sumber Primer  
Sumber Primer adalah sumber data yang langsung memberikan  

data kepada pengumpul data, diperoleh dari lokasi penelitian yaitu di 
Desa Taba Terunjam, Kabupaten Bengkulu Tengah. Sumber data 
primer ini merupakan data asli yang diperoleh peneliti mengenai 
permasalahan yang terkait tentang Penegakan Hukum Lingkungan 
Terhadap Pencemaran Sungai di Desa Taba Terunjam Kabupaten 
Bengkulu Tengah Akibat Limbah Industri karet Perspektif Fiqh Siyasah. 

2) Sumber Sekunder 
Sumber Sekunder adalah sumber yang tidak langsung 

memberikan data kepada pengumpul data, yang di peroleh dari studi 
dokumentasi atau kepustakaan (library Research) yaitu dengan 
menghimpung data dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, 
karya ilmiah, jurnal dan pendapat para ahli terkait dengan permasalah. 

b. Teknik Pengumpulan Data 
1)  Observasi 

Observasi adalah alat pengumpulan data yang dilakukan 
dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematika gejala-gejala 
yang diselidiki. Obsevasi berguna untuk menjelaskan, mengamati, dan 
merinci gejala yang terjadi, kemudian mengamati secara langsung 
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objek yang di teliti. Sehingga memperoleh dan mengetahui data yang 
akurat mengenai “Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap 
Pencemaran Sungai di Desa Taba Terunjam Kabupaten Bengkulu 
Tengah Akibat Limbah Industri karet Perspektif Fiqh Siyasah” 
Pengamatan atau Observasi adalah kegiatan pengamatan seberapa jauh 
efek tindakan telah mencapai sasaran. 

2) Wawancara 

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh 
keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu, dan tujuan ini 
dapat bermacam-macam, antara lain untuk diagnosa dan treatment 
seperti yang biasa dilakukan oleh psikoanalis dan dokter, atau untuk 
keperluan mendapat berita seperti yang dilakukan oleh wartawan dan 
untuk melakukan penelitian dan lain-lain. 

Namun dalam hal ini yang dibahas adalah penelitian yang 
bersifat ilmiah, yang bertujuan untuk mengumpulkan keterangan 
tentang kehidupan manusia serta pendapat-pendapat mereka.9 

Wawancara (interview) adalah suatu proses tanya jawab lisan 
terdiri dari dua orang atau lebih berhadapan secara fisik antara peneliti 
dengan informan. Bentuk wawancara yang digunakan adalah 
wawancara terstruktur (structured interview).10 Wawancara terstruktur 
berisikan pertanyaan yang telah disiapkan terlebih dahulu mengenai 
Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap Pencemaran Sungai di Desa 
Taba Terunjam Kabupaten Bengkulu Tengah Akibat Limbah Industri 
Batu Bara Perspektif Fiqh Siyasah. Disini penulis akan mewawancarai, 
(1) Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH), dipilih secara teknik 
Purposive Sampling (teknik pengambilan sampel sumber data dengan 
pertimbangan tertentu), alasan penulis memilih untuk mewawancarai 
Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) karena Kepala Dinas 
Lingkungan Hidup (DLH) lebih mengetahui mengenai pencemaran 
sungai dan masalah uji sampel yang ada. (2) Kepala Desa Taba 
Terunjam dimana penulis juga menggunakan teknik Purposive Sampling 
(teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan 
tertentu), alasannya, karena Bpk Kepala Desa juga lebih mengetahui 
tentang pencemaran sungai yang ada di Desa Taba Terunjam, 
walaupun baru menjabat sebagai kepala desa taba terunjam. (3) 
Masyarakat Desa Taba Terunjam, alasan penulis mewawancarai 2 
orang masyarakat desa yang dipilih secara  teknik Purposive Sampling 
(teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan 
tertentu), dasar penulis memilih 2 orang karena Bpk Baktiar dan Bpk 
Ibrahaim adalah orang tertua yang sudah lama tinggal di Desa Taba 
Terunjam jauh sebelum air sungai dicemari oleh Limbah Industri karet 

                                                             
9
 Ashshofa. Burhan, Metode Penelitian Hukum. ( Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 95 

10
 Sumardi Suryabrata, Metode  Penelitian, (Jakarta :  PT  Raja  Grafindo   Persada, 2006), h. 10 
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dan mereka juga lebih memahami masalah pencemaran sungai dari air 
sungai belum tercemaran sampai air sungai sudah tercemar. 

3) Dokumentasi 
Dokumentasi merupakan pengumpulan data dengan 

menggunakan arsip atau dokumen sebagai sumber data yang dapat 
diperinci dengan cara melihat, mencatat, dan mengabadikan dalam 
gambar. 

4. Teknik Analisis Data 
Teknik analisis data merupakan cara menganalisis data penelitian, 

termasuk alat-alat statistik yang relevan untuk digunakan dalam penelitian. 
Data yang diperoleh dan dikumpulkan baik dalam data primer maupun data 
sekunder dianalisa secara  kualitatif. Data yang diperoleh melalui wawancara 
dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan analisis  deskriptif 
kualitatif yaitu dengan cara data yang diperoleh dari hasil wawancara oleh 
informasi dideskripsikan menyeluruh. Data wawancara dalam penelitian ini 
menjadi sumber data utama yang menjadi bahan analisis data untuk 
menjawab semua masalah pada penelitian. Analisis data yang digunakan 
adalah analisis data yang berupaya memberikan gambaran secara jelas dan 
konkrit Terhadap Pencemaran Sungai di Desa Taba Terunjam Kabupaten 
Bengkulu Tengah Akibat Limbah Industri karet Perspektif Fiqh Siyasah.   

 
G. Sistematika Penulisan 

 Sistematika penulisan dalam Skripsi ini, penulis membagi terdiri dari 
beberapa Sub BAB, antar lain: Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan 
Penelitian, Kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu, Metode Penelitian, 
Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, Sistematika Penulis 
 BAB II Kerangka Teori, Bab ini membahas tentang landasan teori yang 
digunakan dalam penulisan yang terdiri dari:(Fiqh Siyasah), Teori Pencemaran 
Atau Kerusakan Lingkungan, Pengertian Limbah, Pengertian Sungai, Pengertian 
Industri.  
 BAB III Pembahasan berisi mengenai, Tinjauan umum tentang yang meliputi 
profil, visi dan misi, struktur organisasi serta program-program, kewenangan, 
tugas, dan fungsi terkait dengan Tingkat Pencemaran Sungai Akibat Limbah 
Industri Perspektif Fiqh Siyasah. 
 BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, meliputi hasil penelitian dan 
analisis data. Dalam bab ini memuat Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran 
Sungai di Desa Taba Terunjam Kabupaten Bengkulu Tengah Akibat Limbah 
Industri Batu Bara Perspektif Fiqh Siyasah 
 BAB V Merupakan Penutup: berupa kesimpulan dari keseluruhan uraian 
yang ada dalam Skripsi ini dan juga memuat saran-saran. 
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BAB II 
KAJIAN TEORI 

 
A. Penegakkan Hukum Lingkungan 

Hukum lingkungan terdiri atas dua unsur yakni pengertian hukum dan  
pengertian lingkungan.  Hukum  lingkungan  itu terbagi dalam  dua bagian, 
yakni hukum lingkungan klasik dan hukum lingkungan modern. Hukum 
lingkungan klasik , berorientasi kepada penggunaan lingkungan atau  use  
oriented  sedangkan  hukum  lingkungan  modern  berorientasi kepada 
lingkungan.11 

Hukum lingkungan modern, memiliki ciri dalam wujud yang meliputi: 
a.   Berwawasan lingkungan (Environmental oriented law), 
b.   Metodenya comprehenship-integral (utuh menyeluruh), dan 
c. Sifatnya sangat luas (fleksibel) karena terpengaruh oleh kenyataan, 

bahwa lingkungan sebagai “ekosistem” itu selalu berada  dalam  
dinamika. Dalam hal  ini  banyak  memberikan wewenang  kepada  
lembaga administrasi untuk mengembangkan peraturan 
pelaksanaannya. 

Hukum  lingkungan  klasik,  memiliki  ciri  dalam  wujud sebagai berikut:  
a. Orientasinya kepada kegunaan dan pembangunan (use oriented), 
b. Metodenya masih  sektoral, bahkan  ada  kalanya  sektoral spesialistis 

(sectoral oriented law), dan 
c.  Bersifat  dan  berwatak beku  dan  kaku,  dan  sukar  berubah  sehingga 

mudah ketinggalan zaman; tertuju kepada maksud untuk “melindungi dan 
mengawetkan” sesuatu unsur dari lingkungan hidup demi kepentingan 
“penggunaannya” oleh generasi sekarang dan generasi mendatang. 

Hukum lingkungan pada hakikatnya adalah untuk mengatasi pencemaran  
dan  perusakan  lingkungan  akibat  tingkah  laku  manusia dengan segala 
aktivitasnya yang berupa pembangunan serta teknologinya. Pencemaran dan 
perusakan lingkungan terjadi dimana-mana sehingga terjadi masalah negara, 
regional, dan global. 

Drusteen, menyatakan : 
“Hukum lingkungan (milieurecht) adalah hukum yang berhubungan 
dengan lingkungan alam (natuurlijkmilieu) dalam  arti  seluas-luasnya.  
Hukum  lingkungan  sebagian besar terdiri atas hukum pemerintahan 
(bestuursrecht). Hukum lingkungan pemerintahan meliputi beberapa 
bidang, yakni hukum kesehatan lingkungan (milieuhygiene), hukum 
perlindungan lingkungan (milieubeshermingsrecht), dan hukum tata ruang 
(ruimtelijkordenings-recht).”12 
 

                                                             
11

 Munadjat Danusaputro, Hukum  Lingkungan  Buku  11,  Penerbit Nasional Binacit, Bandung , 

1985, h. 201 
12

 Muhammad Askin,  Seluk  Beluk  Hukum  Lingkungan, Penerbit Nekamatra, Jakarta, 2010, h. 14. 

10 
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Istilah hukum lingkungan ini merupakan terjemahan dari beberapa 
istilah, yaitu “Environmental Law” dalam Bahasa Inggris, “Millieeurecht” dalam 
Bahasa Belanda, “Lenvironnement” dalam Bahasa Perancis, “Umweltrecht”  
dalam  Bahasa  Jerman,  “Hukum  Alam  Seputar” dalam Bahasa Malaysia, 
“Batas Nan Kapaligiran” dalam Bahasa Tagalog, “Sin- ved-lom Kwahm” dalam 
Bahasa Thailand, dan “Qomum al-Biah” dalam Bahasa Arab.13 

Sebagai disiplin ilmu hukum yang sedang berkembang, sebagian besar   
materi   hukum   lingkungan   merupakan   bagian   dari   hukum administrasi, 
namun hukum lingkungan mengandung pula aspek hukum perdata, pidana, 
pajak, internasional, dan penataan ruang. 

“Semula hukum lingkungan dikenal sebagai hukum gangguan 
(hinderrecht) yang bersifat sederhana dan mengandung aspek 
keperdataan. Lambat laun perkembangannya bergeser ke arah bidang 
hukum administrasi, sesuai dengan peningkatan peranan penguasa 
dalam bentuk campur tangan terhadap berbagai segi kehidupan dalam 
masyarakat yang semakin kompleks. 
 
Memperhatikan perkembangan akhir-akhir ini, Koesnadi 

Hardjasoemantri berpendapat  bahwa, hukum lingkungan dapat  meliputi 
aspek-aspek sebagai berikut : 

a. Hukum Tata Lingkungan, 
b.  Hukum Perlindungan Lingkungan,  
c.  Hukum Kesehatan Lingkungan, 
d.  Hukum Pencemaran Lingkungan, 
e.   Hukum Lingkungan Internasional, dan  
f.   Hukum Perselisihan Lingkungan. 

Hukum Tata Lingkungan merupakan hukum tata penyelenggaraan tugas 
(hak dan kewajiban) kekuasaan Negara berikut alat kelengkapannya dalam 
mengatur pengelolaan lingkungan hidup. Hukum Perlindungan Lingkungan 
tidak mengenal satu bidang kebijaksanaan, akan tetapi merupakan kumpulan 
dari peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan lingkungan hidup 
yang berkaitan dengan lingkungan biotik sampai batas tertentu juga dengan 
lingkungan antrophogen. Sedangkan kalau   wujud   struktural   hukum   
perlindungan   lingkungan   meliputi perlindungan hayati, non hayati, buatan 
termasuk cagar budaya 

Hukum Kesehatan Lingkungan adalah hukum yang berhubungan dengan 
kebijaksanaan di bidang kesehatan lingkungan dan wujud strukturalnya 
meliputi pemeliharaan kondisi air, tanah, dan udara. Hukum Pencemaran  
Lingkungan merupakan hukum  yang memiliki pengaturan terhadap  
pencegahan  dan  penanggulangan  pencemaran.  Wujud  pola hukum 
pencemaran lingkungan ini meliputi pencemaran air, udara, dan tanah. 

                                                             
13

 Muhammad   Erwin,   Hukum   Lingkungan   dalam   Sistem   Kebijaksanaan Pembangunan 

Lingkungan Hidup, Penerbit Refika Aditama, Bandung ,2009 , h. 8 
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Hukum  Lingkungan  Internasional merupakan  instrumen yuridis dalam 
pengaturan hubungan hukum mengenai sengketa lingkungan yang sifatnya 
melintasi batas negara.  Lapangan  hukumnya  meliputi hukum lingkungan 
perdata internasional dan hukum lingkungan pidana internasional. 

Hukum perselisihan lingkungan merupakan hukum yang mengatur 
prosedur pelaksanaan hak dan kewajiban karena adanya perkara lingkungan. 
Menurut Mella Ismelina Farma Rahayu,14 yang penting dari hukum lingkungan 
adalah bekerjanya hukum lingkungan di dalam menyelamatkan, melindungi, 
melestarikan lingkungan hidup dan melindungi   kehidupan   umat  manusia   
dari   kemungkinan   kerusakan lingkungan hidup. 

“Hukum  lingkungan  (environmental  law)  sebagai bagian hukum  
fungsional (milieurecht  als  functioneel  vak)  telah memberikan  kerangka  
hukum  (legal  framework) pengelolaan lingkungan dari aspek: legislasi, 
institusi, instrumentasi, dan penegakan hukum.15 

 
Aktivitas pembangunan  yang  dilakukan  dalam  berbagai  bentuk Usaha 

dan/atau Kegiatan pada dasarnya akan menimbulkan dampak terhadap 
lingkungan.  Dengan  diterapkannya prinsip  berkelanjutan dan berwawasan 
lingkungan dalam proses pelaksanaan pembangunan, dampak terhadap  
lingkungan  yang  diakibatkan  oleh  berbagai  aktivitas pembangunan  tersebut 
dianalisis sejak  awal  perencanaannya,  sehingga langkah pengendalian 
dampak negatif dan pengembangan dampak positif dapat  disiapkan sedini 
mungkin. Perangkat  atau instrumen yang dapat digunakan untuk melakukan 
hal tersebut adalah Amdal dan UKL-UPL, Amdal   dan   UKL-UPL   juga   
merupakan   salah   satu   syarat   untuk mendapatkan Izin Lingkungan.16 

 
B. Pencemaran Sungai Taba Terunjam 

 Pencemaran menurut  Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah proses, 
cara pembuatan mencemari atau mencemarkan, udara atau lingkungan.17   
Pencemaran terjadi bila dalam lingkungan terdapat bahan   yang   menyebabkan 
timbulnya perubahan yang tidak diharapkan sebagai berikut:  
1. Fisik, Contohnya: Karakteristik fisik air limbah dapat dilihat dari suhu, 

padatan, bau, warna, dan juga kekeruhan air. Berikut penjelasannya: 
a. Suhu  

Air limbah memiliki suhu yang relatif lebih tinggi dibanding suhu 
ruangan tempatnya berada. Suhu air yang lebih tinggi mengakibatkan 
lebih sedikit oksigen yang terlarut. Hal tersebut membuat organisme air 
bisa mati karena kekurangan oksigen 

                                                             
14

 Syahrul Machmud, Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, Penerbit Raha Ilmu, Yogyakarta, 

2012, h. 21 
15

 Suparto  Wijoyo,   Sketsa   Lingkungan   dan   Wajah   Hukumnya,   Penerbit Airlangga, Surabaya, 

2005, h. 92. 
16

 Siti Sundari  Rangkuti, Hukum  Lingkungan  Dan  Kebijaksaan  Lingkungan Nasional, Edisi Kedua, 

Penerbit Airlangga, Surabaya, 2000, h. 56. 
17

 Kamus Besar Bahasa Indonesia. 
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b. Padatan  
Tingginya kadar padatan adalah karakteristik air limbah. Padatan adalah 
zat padat yang terlalut maupun tidak terlalut dalam air. Padatan tidak 
terlarut dapat terlihat dengan mudah dalam air, namun padatan terlarut 
baru terlihat jelas jika air dipanaskan hingga suhu 103°C atau 105°C. 

c. Bau  
Karakteristik air limbah selanjutnya adalah bau. Bau menandakan adanya 
limbah dalam air, karena ciri-ciri air bersih adalah tidak berbau. Air bisa 
saja berbau busuk, logam, juga menyengat tergantung polutan yang 
terkandung di dalamnya. 

d. Warna 
Air bersih tidaklah berwarna atau bening. Maka air yang berwarna 
menandakan adanya polutan di dalamnya. Air limbah bisa berwarna apa 
saja, dari mulai kekuningan, kecoklatan, kemerahan, kehitaman, hingga 
warna hijau yang menyala, bergantung dengan jenis limbahnya. 

e. Kekeruhan 
Karakteristik fisik selanjutnya dari air limbah adalah keruh. Disadur dari 
Online Biology Notes, air libah keruh karena mengandung zat terlarut, zat 
koloid, padatan tersuspensi, hingga mikroba di dalamnya. Kekeruhan 
dapat terlihat jelas jika cahaya dihamburkan melalui air limbah. Cahaya 
akan dihamburkan sesuai dengan sifat koloid. Semakin keruh air limbah, 
maka akan semakin sedikit cahaya yang ditransmisikan oleh air  

2. Kimiawi Sifat kimia air limbah dari industri bahan organik biasanya mampu 
menimbulkan bau tidak sedap. Hal ini karena sifat kimia air limbah 
menghabiskan oksigen dalam air. Contohnya: Karakteristik kimia air limbah 
dapat dilihat dari kandungan zat di dalamnya. Zat tersebut dapat berupa zat 
organik, anorganik, hingga gas. Berikut keterangannya: 
a. Zat organik  

H.K. Shon, dkk dalam jurnal berjudul Characteristics of Effluent Organic 
Matteri in Wastewater (2007) komposisi organik air limbah kira-kira 
mengandung 50  

b. Zat anorganik 
Air limbah dapat mengandung zat anorganik seperti alkalin, klor, nitrogen, 
fosfor, sulfur, hingga logam berat seperti timbah dan merkuri. Zat 
anorganik yang terlarut tersebut membuat air limbah menjadi basa 
ataupun asam yang ditandai dengan berubahnya pH air. 
 

c. Oksigen terlarut 
Air limbah memiliki kadar oksigen terlarut (dissolved oxygen) yang 
rendah. Beberapa limbah bahkan tidak memiliki oksigen terlrut sama 
sekali. Hal ini membuat organisme air seperti ikan akan mati jika berada 
dalam air limbah. 

d. Biologycal oxygen demand (BOD) 
Biologycal oxygen demand (BOD) adalah oksigen yang dibutuhkan untuk 
bakteri aerobik dan mikroorganime untuk menguraikan bahan organik 
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dalam air. Tingginya kadar BOD menunjukkan air limbah yang sangat 
tercemar dan berbahaya. 

3. Biologis, karakteristik biologis air limbah adalah terdapatnya mikroorganisme 
yang yang berbahaya bagi kesehatan dalam air. Dilansir dari Food and 
Agriculture Organisation or the United Nations, keberadaan virus, bakteri, 
protozoa, dan cacing pathogen menjadi indicator tercemarnya air. Air limbah 
dapat mengandung enterovirus yang dapat menyebabkan peradangan 
jaringan otak dan sumsum belakang, kesulitan bernafas hingga polio.18 

Pencemaran air adalah masuk atau dimasukannya makhluk hidup, zat, 
energi, dan atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia sehingga 
kualitas air menurun sampai ke  tingkat  tertentu  yang  menyebabkan  tidak  lagi  
berfungsi sesuai dengan peruntukannya.19 

Peraturan pemerintah  No. 20  Tahun  1990 mengelompokkan kualitas air 
menjadi beberapa golongan menurut peruntukannya. Adapun penggolongan air 
menurut peruntukannya adalah sebagai berikut. 
a.  Golongan A, yaitu air yang dapat  digunakan sebagai air minum secara 

langsung tanpa pengolahan terlebih dahulu. 
b. Golongan B, yaitu air yang dapat digunakan   sebagai air baku air minum 
c. Golongan C, yaitu air yang dapat digunakan untuk keperluan perikanan dan 

peternakan. 
d. Golongan D, yaitu air  yan  dapat digunakan untuk keperluan pertanian, usaha 

di perkotaan, industri, dan pembangkit listrik tenaga air.20 
Sumber pencemar (polutan) dapat berupa suatu lokasi tertentu (point source) 

atau tak tentu/ tersebar (non-point/diffuse source). Sumber pencemar point source 
misalnya kenalpot mobil, cerobong asap pabrik dan saluran limbah industri. 
Pencemar yang berasal dari point source bersifat lokal. Efek yang ditimbulkan 
dapat ditentukan berdasarkan karakteristik spesial  kualitas   air.  Volume   
pencemar  dari   point   source biasanya relatif tetap. Sumber pencemar non-point 
source dapat berupa point source dalam jumlah yang banyak. Misalnya: limpasan 
dari daerah pertanian yang mengandung pestisida dan pupuk, limpasan dari 
daerah permukiman (domestik), dan limpasan dari daerah perkotaan.21 

Sumber  kekayaan  yang  sangat  penting  untuk  dijaga adalah air, sebagai 
sumber kehidupan bagi manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan.   Allah  SWT  
berfirman  dalam  surah  Al Mu’minun ayat 18 : 

 
 
 
 
 

                                                             
18 https://www.kompas.com/skola/read/2021/08/20/135124769/karakteristik-air-limbah-secara-fisik-

kimia-dan-biologi?page=all 
19

 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 20 Tahun 1990 tentang akses Pengendalian 

Pencemaran Air. 
20

 Effendi, Telaah Kualitas Air, .........h. 14 
21

 Hefni Effendi, Telaah Kualitas Air, (Yogyakarta: Kanisius,  2003), h. 195. 

https://www.kompas.com/skola/read/2021/08/20/135124769/karakteristik-air-limbah-secara-fisik-kimia-dan-biologi?page=all
https://www.kompas.com/skola/read/2021/08/20/135124769/karakteristik-air-limbah-secara-fisik-kimia-dan-biologi?page=all
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ىَ    ّْ َٖ لقَٰدِزُ اًَِّا عَلٰٔ ذَُاَبًٍۢ تِ َّ َُ فِٔ الَْزَْضِۖ  وَاۤءِ هَاۤء ًۢ تقِدََزٍ فاَظَْكٌَّٰ اًَصَْلٌْاَ هِيَ العَّ َّ  

 

“Dan Kami turunkan air dari langit menurut suatu ukuran; lalu Kami jadikan air itu 
menetap di bumi, dan Sesungguhnya Kami benar-benar berkuasa menghilangkannya.” 

 
Berdasarkan  ayat  tersebut  terkandung   maka  bahwa Allah SWT 

menurunkan air dari langit menurut suatu ukuran, Ukuran berupa kuantitas air, 
maupun kualitas air yang sesuai dengan peruntukannya. 

Pencemaran  air  di  zaman  modern  ini  tidak  hanya sebatas  pada  air  
kencing,  buang  air  besar,  maupun  hajat manusia yang lain. Namun banyak 
ancaman pencemaran lain yang jauh lebih berbahaya, yakni pencemaran limbah 
industri, limbah pertanian, dan limbah domestik. 

Untuk  mengetahui  kualitas   suatu   air   maka   perlu diadakan  pengujian.  
Berikut sifat-sifat kimia-fisika  air  yang umum diuji dan dapat digunakan 
menentukan tingkat pencemaran air. 

 
C. Pengertian Limbah Industri 

Limbah industri adalah semua jenis bahan sisa atau bahan buangan yang 
berasal dari hasil samping suatu proses perindustrian. Limbah industri dapat 
menjadi limbah yang sangat berbahaya bagi lingkungan hidup dan manusia. 
1. Klasifikasi Limbah Industri 

a. Limbah padat 
Adapun kategori untuk limbah padat pada industri adalah : 

a. Limbah padat non B3 (bahan berbahaya dan beracun) 
Limbah padat non B3 (bahan berbahaya dan beracun) diantaranya 

lumpur, boiler ash, sampah kantor, sampah rumah tangga, spare part alat 
berat, sarung tangan, dan sebagainya. 

b. Limbah padat B3 (bahan berbahaya dan beracun) 
Limbah padat B3 diantaranya bahan radioaktif, bahan kimia, toner 

catridge, minyak, dan sebagainya. Menurut PP No. 18 tahun 1999, limbah 
bahan berbahaya dan beracun, disingkat limbah B3, adalah sisa suatu 
usaha atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan beracun 
yang karena sifat dan konsentrasinya dan jumlahnya, baik secara 
langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan lingkungan 
hidup, dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan 
hidup manusia serta makhluk hidup lain. Limbah yang termasuk sebagai 
limbah B3 apabila memiliki salah satu atau lebih karakteristik sebagai 
berikut: mudah meledak, mudah terbakar, bersifat reaktif, beracun 
menyebabkan infeksi dan bersifat korosif. 

2. Limbah cair 
Limbah cair adalah limbah yang berwujud cair. Limbah cair terlarut 

dalam air, selalu berpindah, dan tidak pernah diam. Contoh limbah cair industri 
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adalah bahan kimia, hasil pelarut, air bekas produksi, oli bekas. 
3. Limbah gas 

Limbah gas adalah limbah zat (zat buangan) yang berwujud gas. Kondisi 
udara di dalam atmosfer tidak pernah ditemukan dalam keadaan bersih, 
melainkan sudah tercampur dengan gas-gas lain dan partikulat-partikulat yang 
tidak kita perlukan. Jenis bahan pencemar yang paling sering dijumpai ialah 
karbon monoksida (CO), nitrogen dioksida (NO2), sulfur dioksida (SO2), 
komponen organik terutama hidrokarbon, dan substansi partikel. 

 
D. Fiqh Siyasah 

1. Pengertian Fiqh Siyasah 
 Kata fiqh berasal dari faqaha-yafqahu-fiqhan. Secara bahasa, 
pengertian fiqh adalah paham yang mendalam”22 fiqh mencakup berbagai 
aspek kehidupan manusia. Di samping mencakup pembahasa tentang 
hubungan antar manusia dengan tuhannya (ibadah), fiqh juga membicarakan  
aspek hubungan antara sesama manusia secara luas (muamalah). Aspek 
muamalah inu pun dapat  dibagi lagi menjadi jinayah (pidana), munakahat 
(perkawinan), mawarist (kewarisan), murafa’at (hukum acara), siyasah 
(politik/ketatanegaraan) dan al-ahkam, al-dualiyah (hubungan 
internasional).23 Kata “siyasah” yang berasal dari kata sasa, berarti mengatur, 
mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuat 
kebijaksanaan, secara terminologis, Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan 
bahwa siyasah adalah, “pengaturan perundangan yang diciptakan untuk 
memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.” 
 Berdasarkan pengertian di atas dapat ditarik bahwa fiqh siyasah 
merupakan salah satu aspek hukum islam yang membicarakn pengaturan dan 
pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai 
kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Dalam fiqh siyasah ini ulama 
mujtahid menggali sumber-sumber hukum islam, yang terkandung 
didalamnya dalam sehubungannya dengan kehidupan bernegara dan 
masyarakat. 

2. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah 

 Setiap ilmu mempunyai objek dan metode, maka kalau kita 
membicarakan suatu ilmu haruslah mngetahui apa objeknya, luas 
lapangan pembicaraan nya, bahasa dan metodenya. Fiqh siyasah 
adalah ilmu yang otonom atau sekalipun bagian dari ilmu fiqh. 
Selanjutnya, Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy mengungkapkan bahwa 
bahasanya ilmu fiqh mencakup individu, masyarakat dan negara,  meliputi 
bidang-bidang ibadah, muamalah, kekeluargaan, perikatan, kekayaan, 
warisan, kriminal, peradilan, acara pembuktian, kenegeraan dan hukum-
hukum inernasional, seperti perang dan traktat. 

                                                             
22

 Muhammad Iqbal, Fiqh siyasah:konstektualisasi doktrin politik islam (Jakarta:Pranamedia 

Group,2014),h.2  
23

 Muhammad Iqbal, ( Fiqh siyasah…), h. 3 
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 Objek fiqh siyasah menjadi luas, sesuai kapasitas bidang-bidang apa 
saja yang perlu diatur, seperti peraturan hubungan warga Negara dengan 
lembaga Negara, hubungan dengan Negara lain, islam dan non islam ataupun 
pengaturan-pengaturan lain yang dianggap penting oleh sebuah Negara, 
sesuai dengan ruang lingkup serta kebutuhan Negara tersebut.  
 Adapun Imam Tamimiyyah, mendasarkan objek pembahasan ini pada 
Q.S AN.Nisa (4) Ayat 58 dan 59 yakni: 

ا تِ  ْْ ْ٘يَ الٌَّاضِ اىَْ تحَْكُوُ اِذَا حَكَوْتنُْ تَ َّ ُْلِِاَۙ  ٔ اَ
ٓ
تِ الِٰ ٌٰ ّا الَْهَٰ َ ٗأَهُْسُكُنْ اىَْ تؤَُدُّ الْعَدْلِ   اىَِّ اىَِّ اّللّٰ

ا اًۢ تصَِ٘سْ  َ كَاىَ ظَوِْ٘ع 
َٖ   اىَِّ اّللّٰ ا ٗعَِظكُُنْ تِ َ ًِعِوَّ

 اّللّٰ

 

 “Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak 
menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia 
hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik 
yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, 
Maha Melihat.”24 

 
 

أُّلِٖ الْْهَْسِ هٌِْكُنْ ۖ فئَىِْ تٌَاَشَعْتنُْ  َّ ظُْلَ  أطَِ٘عُْا السَّ َّ  َ ٗاَ أَُِّٗاَ الَّرِٗيَ آهٌَُْا أطَِ٘عُْا اللَّّ

ْ٘سٌ  لكَِ خَ خِسِ   ذَٰ ْٙ مِ ا ْْ الَْ٘ َّ  ِ ٌْتنُْ تؤُْهٌُِْى تاِللََّّ ظُْلِ إىِْ كُ السَّ َّ  ِ ٍُّ إِلَٔ اللَّّ ءٍ فسَُدُّ ْٖ فِٖ شَ

أحَْعَيُ  ِّٗل  َّ
تأَْ  

 
 

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul(Nya), dan 
ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainanPendapat tentang 
sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul 
(sunnahnya), jika kamu benar-benarberiman kepada Allah dan hari 
kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik 
akibatnya.25 

 
 Ayat 58 berkaitan dengan mereka yang memegamg kekuasaan 
(pemerintahan), yang punya kewajiban menyampaikan amanat kepada yang 
berhak, dan menetapkan hukum dengan adil. Sedangkan ayat 59 berkaitan 
dengan hubungan antara penguasa dan rakyat dari dalam kalangan militer 
maupun kalangan lain wajib menaati Allah dan RasulNya serta mematuhi 
pemerintah.26  

1) Siyasah dusturiyyah syah’iyyah (kebijakan tentang peraturan 
perundang-undangan) 

                                                             
24

 Departemen Agama, ( Al-Quran dan Terjemahan nya…), h. 87 
25

 Departemen Agama, ( Al-Quran dan Terjemahan nya…), h. 87 
26

 Ibn Taimiyah, Al-Siyasah al-Syar‟iyat fi islah al Ra‟iyat, dar Al-Kutub al Arabiyat, 

1996, h. 4. 
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2) Siyasah tasyri’iyyah (kebijakan tentang penetapan hukum) 
3) Siyasah qadla’iyyah syar’iyyah (kebijakan peradilan) 
4) Siyasah Maliyyah Syar‟iyyah (kebijakan ekonomi dan moneter) 
5) Siyasah „idariyyah Syar‟iyyah (kebijakan administrasi negara) 
6) Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah Syar‟iyyah (kebijaksaan 

hubungan luar negeri atau internasional) 
7) Siyasah Tanfidziyyah Syar‟iyyah (poliyik pelaksanaan undang-

undang) 
8) Siyasah harbiyyah syar’iyyah (polotik peperangan) Siyasah Dusturiyyah 

adalah bagian dari fiqh siyasah yang membahas masalah  perundang-
undangan Negara agar sejalan dengan nilai-nilai syari’at. Artinya, 
undang-undang ini mengacu terhadap nilai konstitusinya yang 
tercermin dalam prinsip-prinsip Islam dalam hukum-hukum syari’at 
yang disebutkan dalam Al-Qur’an dan yang dijelasakan sunnah 
Nabi, baik mengenai akidah, ibadah, akhlak, muamalah maupun 
berbagai macam hubungan yang lain.27 

3. Pengertian Siyasah dusturiyyah (peraturan perundang-undangan) 
  Kata “dusturi" berasal dari bahasa arab Persia. Semula, artinya 
“seorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama”. 
Dalam perkembangan selanjutnya, kata dusturi digunakan untuk 
menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama) Zoroazter (Majusi). 
Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata dustur 
berkembang pengertiannya menjadi asas, dasar, dan pembinaan. Menurut 
istilah, dustur berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan 
kerja sama antar sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik yang 
tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (konstitusi).28 
 Dusturi adalah prinsip-prinsip pokok bagi pemerintahan negara mana 
pun, seperti terbukti di dalam perundang-undangan, peraturan-peraturannya, 
dan adat istiadatnya. Abu A’la Al-Maududi mengatakan bahwa istilah dustur 
artinya, “suatu dokumen yang memuat prinsip-prinsip pokok menjadi 
landasan pengaturan suatu negara”. Kata dustur sama dengan constitution 
dalam bahasa Inggris, atau undang-undang dasar dalam bahasa Indonesia. 
Dengan demikian, siyasah dusturiyah adalah bagian fiqh siyasah yang 
membahas masalah perundang-undangan negara agar sejalan dengan syariat 
Islam. Artinya, undang-undang itu konstitusinya mengacu dan 
mencerminkan prinsip-prinsip hukum Islam, yang digali dari Al-Qur’an dan 
As-Sunnah, baik mengenai akidah, akhlak, ibadah, muamalah, maupun 
semua yang berhubungan dengan ketatanegaraan.29 
 Siyasah dusturiyah membahas masalah perundang-undangan negara, 
mengenai prinsip dasar yang berkaitan dengan bentuk pemerintahan, aturan 
yang berkaitan dengan hak-hak rakyat, dan mengenai pembagian kekuasaan. 
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Siyasah Dusturiyah dapat dikatakan sebagai ilmu politik pemerintahan dan 
ketatanegaraan dalam Islam yang mengkaji aspek-aspek yang berkaitan 
dengan dalil-dalil umum dalam Al-Qur’an dan Al-Hadist serta tujuan syariat 
Islam. Disamping itu, perjalanan ijtihad para ulama mengingat terjadinya 
perubahan dan perkembangan zaman yang menyentuh persoalan 
ketatanegaraan dan pemerintahan. Salah satu kajian Fiqh Siyasah Dusturiyah 
adalah kontitusi Madinah atau Piagam Madinah. Isi penting dari prinsip 
Piagam Madinah adalah membentuk suatu masyarakat yang harmonis, 
mengatur sebuah umat, dan menegakkan pemerintahan atas dasar persamaan 
hak. Piagam Madinah juga merupakan konstitusi yang telah meletakkan 
dasar-dasar sosial politik bagi masyarakat Madinah dalam sebuah 
pemerintahan di bawah kepemimpinan nabi Muhammad SAW. Piagam 
Madinah dianggap oleh para pakar politik sebagai Undang-Undang Dasar 
pertama dalam negara Islam yang didirikan oleh Nabi Muhammad SAW. 
Setelah Nabi wafat, tidak ada konstitusi tertulis yang mengatur negara Islam, 
umat Islam dari zaman ke zaman, dalam menjalankan roda pemerintahan, 
berpedoman pada prinsip-prinsip Al-Qur’an dan As-Sunnah. Pada masa 
khalifah empat (Khullafaurrasyiddin), teladan Nabi Muhammad SAW masih 
dapat diterapkan dalam mengatur masyarakat Islam yang sudah berkembang. 
Pasca Khulafaurrasyidin, tepatnya pada abad ke-19, setelah dunia Islam 
mengalami penjajahan barat, timbul pemikiran di kalangan ahli tata negara di 
berbagai dunia Islam untuk mengadakan konstitusi. Pemikiran ini timbul 
sebagai reaksi atas kemunduran umat Islam dan respons terhadap gagasan 
poltik barat yang masuk di dunia Islam bersamaan dengan kolonialisme 
terhadap dunia Islam.30 
 Pemerintah adalah penyelenggara negara dan yang mengurus 
administrasi negara, mengatur urusan negara, memutuskan permasalahan 
negara, dalam berbagai kebijakan politis suatu negara dan pemerintahan, dan 
dalam hubungan antar bangsa dan negara, urusan-urusan penghidupan, 
kemakmuran negara, dan pembelaan negara terhadap kepentingan rakyat 
serta dalam kaitannya dengan kepentingan ekonomi negara. Pelaksana 
urusan pemerintahan adalah kepala negara dibantu oleh para menteri, alat 
(negara), seperti para penguasa daerah, gubernur, hakim, dan pegawai yang 
tersusun dalam berbagai lembaga, seperti pengadilan (kehakiman), kantor, 
kerja sama, kementerian, dan sebagainya yang bentuk dan namanya berubah-
ubah dengan kondisi zaman. Jadi Siyasah Dusturiyah yang membicarakan 
politik ketatanegaraan dan konstitusi. Pembahasannya meliputi konsep 
imamah, khilafah, rakyat, pemerintahan, lembaga legislatif, kehakiman dan 
lainya.31 
a) Objek Kajian Fiqh Siyasah Dusturiyah 

Hal yang amat penting dalam kaitannya dengan Siyasah Dusturiyah 
adalah pembuatan undang-undang dan dilahirkan kebijakan penguasa 
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yang berisi berbagai aturan untuk kehidupan masyarakat dalam 
bernegara. Menurut A. Syaebany yang dikutip oleh Jubair Situmorang 
menyatakan bahwa Masyarakat sebagai objek sekaligus subjek 
pelaksanaan kehidupan bernegara dan pemerintahan. Kehidupan politik 
diartikan sebagai strategi yang dilakukan guna mempersamakan persepsi 
masyarakat tentang perlunya pembentukan undang-undang dan 
pengangkatan atau pemilihan pemimpin negara. Nilai-nilai yang 
diusungkan berakar dari cita-cita suatu negara dalam menegakkan 
demokratisasi politik. Sebagaimana dilakukannya Pemilihan Umum 
ditingkat daerah, wilayah, maupun nasional. Tujuan utama nya adalah 
tercapainya tujuan syariat Islam.32 

Hukum yang dibangun dalam kehidupan ketatanegaraan dalam Islam 
atau dalam Siyasah adalah mengatur kepentingan negara dan 
mengorganisasikan urusan umat yang sejalan dengan jiwa hukum Islam, 
dan sesuai dengan dasar-dasarnya yang universal (kulli) untuk 
merealisasikan tujuan-tujuannya yang bersifat kemasyarakatan. Siyasah 
Dusturiyah mempelajari hubungan antara pemimpin pada satu pihak dan 
rakyat pada pihak lain, serta kelembagaan-kelembagaan yang terdapat 
dalam masyarakat. Pembahasan utama Siyasah Dusturiyah adalah sebagai 
berikut: 

1) Kajian tentang konsep kepemimpinan (imamah), khilafah, imarah, 
mamlakah, beserta hak dan kewajibannya. 

2) Kajian tentang rakyat, kedudukan, hak, dan kewajibannya. 
3) Kajian tentang bai’ah dari zaman ke zaman. 
4) Kajian tentang waliyul Ahdi. 
5) Kajian tentang perwakilan atau wakalah. 
6) Kajian tentang ahl halli wa al-aqd. 
7) Kajian tentang wuzarah, sistem pemerintahan presidentil dan 

parlementer. 
8) Kajian tentang pemilihan umum. 
Kajian-kajian siyasah dusturiyah di atas mengacu pada dalil kully yang 

terdapat dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah serta maqasid syari’ah yang 
menjadi ide dasar pengetahuan mengenai pengaturan kehidupan 
kemasyarakatan kaitannya dengan pemerintahan. Semangat ajaran Islam 
yang tertuang dalam dalil Kully dijadikan standar utama dan pijakan 
prinsip dalam pengaturan dan pengendalian kehidupan rakyat 
hubungannya dengan pemimpin dan pemerintahan, dengan tetap 
mengacu pada tujuan syariat Islam.33 

Guna melengkapi rujukan fundamental kaitannya dengan kajian siyasah 
dusturiyah upaya kajiannya dilengkapi dengan mempertimbangkan 
berbagai teori pemerintahan dan kehidupan kenegaraan, yang terus 
menerus berkembang sesuai dengan situasi dan kondisi, diantaranya 
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menjadikan fatwa ulama dan ijtihad-ijtihadnya sebagai bagian dari 
seumber rujukan. Dalam siyasah dusturiyah, dikaji secara mendalam 
mengenai hal-hal yang berhubungan dengan perwaklan rakyat, hubungan 
orang muslim dengan non-muslim dalam suatu pemerintahan dan negara, 
partai politik, pemilihan umum, dan sistem pemerintahan yang dianut 
suatu negara tertentu. Bidang yang berkaitan dengan hal ini disebut 
dengan siyasah tasri’iyah. Adapun persoalan kepemimpinan dalam suatu 
negara, berkaitan pula dengan adanya janji kepala negara dan 
pemerintahan, dan janji-janji pemimpin pada umumnya yang diikrarkan 
secara sakral, sebagaimana dikatakan sebagai bai’ah. Sedangkan sistem 
pemerintahan dan kabinet serta waliyul ahdii disebut dengan siyasah 
tanfidiyah.34 

Menurut D. Djazuli yang dikutip oleh Jubair Situmoranh menyatakan 
bahwa Sistem ketatanegaraan selalu berkaitan dengan berbagai 
perundang-undangan atau hukum tata negara yang tidak terlepas dari 
peradilan dan sistem yang dianutnya. Dalam siyasah dusturiyah dikenal 
dengan siyasah qadla’iyah. Siyasah idariah adalah kajian siyasah dusturiyah 
yang berhubungan dengan sistem administrasi pemerintahan dan 
administrasi negara terasuk di dalamnya masalah kepegawaian.35 

Siyasah dusturiyah bagian dari siyasah syar’iyah, artinya politik 
ketatanegaraan yang berbasis pada ajaran-ajaran Allah dan ajaran 
Rasulullah SAW. Dengan tujuan utama yaitu untuk mencapai 
kemaslahatan. Dalam siyasah dusturiyah, ide dasar berpolitik berpedoman 
pada prinsip-prinsip hukum islam, yang secara operasional dapat terus 
berkembang dan mengalami perubahan sepanjang tidak menyimpang dari 
prinsip-prinsip  yang berlaku. Di samping itu untuk mewujudkan 
kemaslahatan umum terletak pada pemegang kekuasaan (pemerintah, ulil 
amri, wulatul amr). Oleh karena itu, bentuk hukum, peraturan, dan 
kebijaksanaan politik ditaati oleh masyarakat selama semua produk itu 
secara substansial tidak bertentangan dengan jiwa syariat.36 

Menurut Suyuthi Pulungan yang dikutip oleh Jubair Situmorang 
menyatakan bahwa Siyasah dusturiyah memahami seluk-beluk pengaturan 
urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, peraturan, dan 
kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan 
dasar-dasar ajaran dan roh syariat Islam untuk mewujudkan kemaslahatan 
umat.37 

Menurut A. Syaebany yang dikutip oleh Jubair Situmorang, siyasah 
dusturiyah mempunyai posisi yang menentukan sebagai sumber legitimasi 
terhadap realitas kekuasaan dan idealitas politik yang berlaku, 
sebagaimana dianjurkan oleh syariat Islam agar prinsip-prinsip politik 
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islami dijadikan ukuran justifikasi dan kepantasan atau kepatutan politis 
yang menyebabkan seseorang berhak memegang kekuasaan.38 

Siyasah dusturiyah secara umum mempelajari asal-usul negara dalam 
sejarah Islam, sejarah perkembangannya, organisasi, fungsi, peranannya 
dalam kehidupan umat, dan segala bentuk hukum, peraturan, dan 
kebijaksanaan yang dibuat oleh penguasa. Juga, mempelajari konsep dan 
teori yang pro dan kontra mengenai politik, negara, dan pemerintahan 
menurut Islam yang memerlukan pelacakan terhadap fakta, peristiwa, dan 
fenomena-fenomena historis dari sudut dan segi, dan dasar-dasar ajaran 
syariat yang memengaruhi disertai dengan apresiasi dan analisis 
mendalam. 

Jadi, kajian siyasah dusturiyah fokusnya lebih pada hubungan pemimpin 
dengan rakyat di negara dan pemerintahan tertentu. Oleh karena itu, 
siyasah dusturiyah dapat diartikan dengan istilah politik ketatanegaraan 
dan pemerintahan dalam Islam.39 

b) Prinsip-Prinsip Fiqh Siyasah Dusturiyah  
Tujuan utama kekuasaan dan kepemimpinan dalam pemerintahan dan 

negara adalah menjaga sistem ketertiban agar masyarakat dapat 
menjalankan kehidupannya dengan wajar. Pemerintahan pada hakikatnya 
adalah memberikan  pelayanan kepada masyarakat. Pemerintahan tidak 
dibentuk untuk melayani dirinya sendiri, tetapi untuk melayani 
masyarakatnya menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota 
masyarakatnya mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi 
tercapainya tujuan bersama. Oleh karena itu, secara umum tugas pokok 
pemerintah atau penguasa negara adalah menjamin diterapkannya 
perlakuan adil kepada setiap warga masyarakat tanpa membedakan status 
apa pun yang melatar belakangi keberadaan mereka melakukan pekerjaan 
umum, dan memberi pelayanan dalam bidang-bidang yang tidak 
mungkin dikerjakan oleh lembaga non-pemerintahan, atau yang lebih baik 
jika pemerintah melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan 
kesejahteraan sosial, menerapkan kebijakan ekonomi yang 
menguntungkan masyarakat luas, serta kebijakan lain dan menerapkan 
kebijakan untuk pemeliharaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan 
lingkungan hidup.40 

Dalam melaksanakan tugas sebagai pejabat administrasi negara dalam 
membuat kebijakan, ada asas-asas yang harus dipegang, yaitu: 
1. Asas Legalitas 

Setiap tindakan administrasi negara harus ada dasar hukumnya, 
terlebih untuk negara hukum, sehingga asas legalitas merupakan hal 
yang paling utama dalam setiap tindakan pemerintah.41 

2. Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik 
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Asas ini merupakan jembatan antara norma hukum dan norma 
etika, yang merupakan norma tidak tertulis. Asas-asas umum 
pemerintahan yang baik merupakan bagian yang pokok bagi 
pelaksanaan hukum tata pemerintahan atau administrasi negara, dan 
merupakan bagian yang penting bagi perwujudan pemerintahan 
negara dalam arti luas. Dengan demikian, yang dimaksud asas 
merupakan permulaan suatu kebenaran yang menjadi pokok dasar 
tujuan berpikir, berpendapat, dan sebagainya. Pemerintahan yang baik 
dalam menyelenggarakan kekuasaan negara harus berdasarkan: 
a. Ketertiban dan kepastian hukum dalam pemerintahan. 
b. Perencanaan dan pembangunan. 
c. Pertanggungjawaban, baik oleh pejabat dalam arti luas maupun 

oleh pemerintah. 
d. Pengabdian pada kepentingan masyarakat. 
e. Pengendalian yang meliputi kegiatan pengawasan, pemeriksaan, 

penelitian, dan penganalisaan. 
f. Keadilan tata usaha atau administrasi negara. 
g. Kemakmuran rakyat. 

Di Indonesia, asas-asas tersebut hendaknya digunakan oleh para 
aparatur penyelenggaraan kekuasaan negara dalam menentukan 
perumusan kebijakan publik pada umumnya serta pengambilan 
keputusan pada khususnya. 

Al-Qur’an menetapkan bahwa ketaatan tidak boleh tidak hanya 
kepada Alah dan wajib mengikuti undang-undang-Nya. Ketaatan 
kepada Allah merupakan ketaatan pokok, kemudian ketaatan kepada 
Rasul-Nya dan akhirnya ketaatan kepada Ulil Amri di antara orang-
orang yang beriman, selama ulil amri tidak memerintahkan maksiat 
kepada Allah.42  

4. Pandangan Fiqih Terhadap Lingkungan 
 Pelestarian lingkungan hidup dalam bahasa arab dikenal dengan istilah 
fikih lingkungn hidup (fiqhul bi`ah). Jika ditelisik dari sisi semantik, terdiri dari 
dua kata (kalimat majemuk; mudhaf dan mudhaf ilaih), yaitu kata fiqh dan al-
bi`ah. Secara bahasa “Fiqh” berasal dari kata Faqiha-Yafqahu-Fiqhan yang 
berarti al-ilmu bis-syai`I (pengetahuan terhadap sesuatu) al-fahmu 
(pemahaman).43 Sedangkan secara istilah, fikih adalah ilmu pengetahuan 
tentang hukum-hukum syara’ yang bersifat praktis yang diambil dari dalil-
dalil tafshili (terperinci).44 
 Kata “Al-Bi`ah” dapat diartikan dengan lingkungan hidup yaitu 
kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, 
termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, 
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kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk 
hidup lain. Dari pengertian di atas, dapat diambil pengertian bahwa fikih 
lingkungan (fiqhul bi`ah) adalah ketentuan-ketentuan Islam yang bersumber 
dari dalil-dalil yang terperinci tentang prilaku manusia terhadap lingkungan 
hidupnya dalam rangka mewujudkan kemashlahatan penduduk bumi secara 
umum dengan tujuan menjauhkan kerusakan yang terjadi.  
 Oleh karenanya, fiqh lingkungan yang dimaksud merupakan 
pengetahuan atau tuntutan syar'i yang concern terhadap masalah-masalah 
ekologi atau tuntutan syar'i yang dipakai untuk melakukan kritik terhadap 
prilaku manusia yang cenderung memperlakukan lingkungan secara 
destruktif dan eksploitatif. 45 
 Dalam QS. Al-A’raf ayat 56 menjelaskan tentang kerusakan yang di 
lakukan dimuka bumi. 

ْٗةٌ  ِ قسَِ
ا  اىَِّ زَحْوَتَ اّللّٰ طوََع  َّّ ف ا  ْْ ٍُ خَ ْْ ادْعُ َّ ا فِٔ الَْزَْضِ تعَْدَ اِصْلَحِِاَ  ّْ لََ تفُْعِدُ َّ

يَ الْوُحْعٌِِ٘يَْ   هِّ

“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) 
memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan 
diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat 
dekat kepada orang-orang yang berbuat baik (QS. Al-A‟raf ayat 56).46 

 
 Adapun piral dari fiqh lingkungan itu sendiri adalah apa yang terdapat 
dalam ajaran islam, ada istilah khalifah yakni sebutan yang digunakan Allah 
SWT untuk menjaga atau mengemban amanat Allah SWT untuk menjaga atau 
memelihara alam untuk kepentingan kemanusian. Artinya manusia harus 
bertanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan hidup dan keseimbangan 
ekosistem yang sudah mendemikian rupa diciptakan oleh Allah SWT. 47 
 Allah SWT telah menciptakan alam semesta dengan ketentuan 
ketentuannya, menurut perhitungan yang sempurna. Allh SWT tidak 
menciptakannya dengan bermain-main atau dengan bathil, yakni sia-sia 
tampa arah dan tujuan yang benar. Alam adalah bagian dari kehidupan, dan 
alam itu sendiri hidup alam bersama isinya (udara, iar, tanah, dan tumbuhan) 
senatiasa bertasbi kepada Allah SWT dengan cara sendiri-sendiri. Allah SWT 
mwngingatkan kepada kita agar kita tidak melanggar aturan- aturan itu 
(tidak melampaui batas dalam neraca yang ditetapkan), dan menyuruh agar 
kita menjaga (menegakkan timbangan) itu demi keseimbangan ekosistem 
dunia. Manusi dilarang merusak dan menggangu keseimbangan ekosistem 
lingkungan hidup. “janganlah membuat kerusakan dibumi, setelah ditata 
(perbaiki) dengan suatu ukuran tertentu untuk menjaga keseimbangan itu”. 
Itulah ayat yang sering di ulang-ulang di ayat Al-Qur’an. 
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 Didalam Al-Qur’an dijelaskan bahwa sebgai amat muslim harus turut 
menjaga lingkungan hidup dan menghindari perbuatan menrusak bumi, 
Allah berfirman: 

 ُ ا لعََلَِّ ْْ ْٕ عَوِلُ ْٗقَِنُْ تعَْطَ الَّرِ ْٗدِٓ الٌَّاضِ لِ٘رُِ الْثحَْسِ توَِا كَعَثتَْ اَ َّ نْ ظَِسََ الْفعََادُ فِٔ الْثسَِّ 

ىَ  ْْ  ٗسَْجِعُ

 “Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan 
tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari 
(akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)”48 

 
 Pada dasarnya manusia memiliki tugas mengawasi, menjaga, 
mengelolah dan memelihara. Tetapi seringkali manusia lalai dengan 
kedudukannya sebagai penanggung jawab di bumi. Pemanfaat yang mereka 
lakukan terhadap alam seringkali tidak diiringi dengan usaha pelestarian. 
Keserakahan dan perlakuan buruk sebagian manusia terhadap alam justru 
mengakibatkan kerusakan dan kesengsaraan kepada manusia itu sendiri.  

                                                             
48

 Q.S. Ar-Rum (30):41 
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BAB III 

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAAN 

A. Sungai  
 Daerah Aliran Sungai (DAS) merupakan suatu kesatuan wilayah tata air yang 
terbentuk secara alamiah, dimana air meresap atau mengalir melalui sungai dan 
anak-anak sungainya. 
 

B. Topografi  
 Daerah ini umumnya dibatasi oleh topografi yang berarti ditetapkan 
berdasarkan aliran air permukaan yang berada pada ketinggian 650 M di atas 
permukaan laut. 
 

C. Luas Air Sungai 
 Daerah aliran sungai Air Bangkahulu bagian hulunya berada di wilayah 
Kabupaten Bengkulu Tengah dan bagian hilirnya berada di wilayah Kota 
Bengkulu. Kawasan DAS bagian hulu terletak berada di wilayah Kecamatan Taba 
Penanjung, Karang Tinggi, dan Talang Empat dengan luas 65.095 Ha. Wilayah 
DAS bagian hilir berada di wilayah Kecamatan Sungai Serut, Muara Bangkahulu 
dan Teluk Segara dengan luas 6455 Ha.  
 

D. Debit Air Sungai 
 Debit dibagian hilir aliran Sungai Air Bangkahulu kondisi debit yang tercatat secara 
real-time pada Pos Debit Desa Taba Terunjam pada bulan Mei 2016 debit aliran mencapai 
331 lt/detik, sedang bulan November 2016 debit mencapai 299 lt/detik, bulan Januari 2017 
mencapai 362 lt/detik. Kemudian pada bulan November dan Desember 2018 debit aliran 
Sungai Air Bangkahulu meningkat pada angka 424 dan 451 lt/detik. 

 
Gambar 1.4 Debit Aliran Sungai Bangkahulu Bagian Hilir (Desa Taba Terunjam), 

(Pengolahan Data Primer, 2019). 
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E. Tinggi Muka Air Sungai 
 Tinggi muka air Sungai Bangkahulu, Berdasarkan data hasil pengukuran 
tinggi muka air Sungai dibagian hulu menunjukkan adanya peningkatan sejak 
tanggal 25 April 2019 dengan tinggi 4,5 m, tanggal 26 April 2019 dengan tinggi 3,0 
m, dan pada tanggal 27 April 2019 dengan tinggi 8,4 m.  
 Selanjutnya tinggi muka air Sungai Bangkahulu bagian hilir  berdasarkan data 
hasil pengukuran menunjukkan adanya peningkatan sejak tanggal 25 April 2019 
dengan tinggi 5,9 m, tanggal 26 April 2019 dengan tinggi 4,4 m, dan pada tanggal 
27 April 2019 dengan tinggi 8,5 m. 
 
Gambar 2.5 Tinggi muka air Sungai Air Bangkahulu bagian Hulu dan Hilir 

menjelang kejadian banjir tanggal 27 April 2019, 
(Pengolahan Data Primer, 2019). 
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F. Jumlah Penduduk Warga Desa Taba Terunjam 
Table 1.6 

Jumlah Penduduk Warga Desa Taba Terunjam 

  JenisKelamin   

Desa/Kelurahan 
Laki-laki Perempuan Jumlah 

Rasional 
Jenis 

Kelamin 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Taba Terunjam 416 429 845 97 

Sumber: Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035 dan Potensi Desa 
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BAB IV 

  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Tingkat Pencemaran Sungai Akibat Limbah Industri karet di Desa Taba 
Terunjam Kabupaten Bengkulu Tengah 

Secara umum, istilah pencemaran air sungai adalah suatu perubahan 
keadaan disuatu tempat penampungan air seperti danau, lautan, dan air tanah 
akibat aktivitas manusia. Menurut PP no 20 tahun 1990, pencemaran air sungai 
adalah masuknya atau dimasukannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau 
komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia sehingga kualitas dari air 
sungai tersebut turun hingga batas tertentu yang menyebabakan air sungai tidak 
berguna lagi sesuai dengan peruntukannya. 

Kemudian diperjelas dengan semua jenis bahan sisa atau bahan buangan 
yang berasal dari hasil samping suatu proses perindustrian. Limbah industri Batu 
Bara dapat menjadi limbah yang sangat berbahaya bagi lingkungan hidup. Hasil 
dari Klasifikasi Limbah Industri karet termasuk dalam kategori limbah padat. 
Berikut penjelasannya: 
1. Limbah padat 

Adapun kategori untuk limbah padat pada industri karet adalah: 
a. Limbah padat non B3 (bahan berbahaya dan beracun) 

 Limbah padat non B3 (bahan berbahaya dan beracun) diantaranya 
lumpur, boiler ash, sampah kantor, sampah rumah tangga, spare part alat 
berat, sarung tangan, dan sebagainya. 

b. Limbah padat B3 (bahan berbahaya dan beracun) 
 Limbah padat B3 diantaranya bahan radioaktif, bahan kimia, toner 
catridge, minyak, dan sebagainya. Menurut PP No. 18 tahun 1999, limbah 
bahan berbahaya dan beracun, disingkat limbah B3, adalah sisa suatu 
usaha atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan beracun 
yang karena sifat dan konsentrasinya dan jumlahnya, baik secara langsung 
maupun tidak langsung, dapat mencemarkan lingkungan hidup, dapat 
membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup 
manusia serta makhluk hidup lain. Limbah yang termasuk sebagai limbah 
B3 apabila memiliki salah satu atau lebih karakteristik sebagai berikut: 
mudah meledak, mudah terbakar, bersifat reaktif, beracun menyebabkan 
infeksi dan bersifat korosif. 
 

Maka dari itu, untuk mengetahui sejauh mana Tingkat Pencemaran Sungai 
Akibat Limbah Industri, penulis melakukan wawancara dengan Kepala Dinas 
Lingkungan Hidup (DLH), Kepala Desa, dan beberapa warga yang masuk 
kedalam tempat penelitian di Desa Taba Terunjam. 

Menurut  data yang diperoleh penulis, maka Tingkat Pencemaran Sungai 
Akibat Limbah Industri di Desa Taba Terunjam Kabupaten Bengkulu Tengah 
akan dijelaskan sebagai berikut:  
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Berdasarkan analisis yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) yang 
bekerja sama dengan UPTD Laboratorium Lingkungan terhadap DAS sungai 
Bengkulu hasil penelitian yang berasal dari UPTD Laboratorium Lingkungan 
pada 22 maret 2022, menghasilkan bawasannya sungai air Bengkulu dinyatakan 
tercemar berat logam berbahaya, serta menyebabkan pengendapan dan 
pendangkalan di sungai. Sisa limbah industri yang mengandung bahan kimia 
berbahaya bagi kesehatan manusia jika air yang terkontaminasi. Limbah industri 
mengandung sulfir (s), Merkuri (Hg), Hidrogen sianida (HCN), Mangan (Mn), 
Asam Sulfat (H2SO4), dan Timbal (bp). Sungai air Bengkulu saat ini sudah tidak 
memenuhi standar kualitas sumber air baku PDAM. Sampel air untuk 
menghasilkan data diambil dari tiga titik yang terletak di Hulu Sungai, Tengah 
Sungai, dan Hilir Sungai. Berikut ketiga tabel hasil dari pengujian sampel yang 
dilakukan UPTD Laboratorium Lingkungan. 

Pada hasil analisis tingkat pencemaran sungai saat ini sudah melebihi Baku 
Mutu air sungai yang sudah ditetapkan. Kondisi air sungai di Desa Taba 
Terunjam sudah masuk dalam katagori Tercemar Berat yaitu kelas D. Kekeruhan 
air mencapai 421 NTU4 dari 5 NTU yang ditetapkan dalam permenkes tersebut. 
Demikian juga dengan tingkat perubahan warna yang ditoleransi sebesar 15 
PTCO5 sudah berada pada angka 267 PTCO. Kandungan besi berada pada angka 
0,76 mg per liter dari angka yang ditoleransi 0,30 mg per liter. 

Berikut ini akan di paparkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas 
Lingkungan Hidup (DLH), Kepala Desa Taba Terunjam dan Beberapa Warga 
Desa Taba Terunjam di Kabupaten Bengkulu Tengah. 

 
 

1. Dinas Lingkungan Hidup (DLH)  
Wawancara dengan Bapak Juliansyah,S.Si (43 Tahun), kepala Dinas 

Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bengkulu Tengah. 
Menurut Juliansyah, sebagai kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) 

kalau masalah limbah, limbah itu kan akibat dari pembangunan, baik 
pembangunan pihak pemerintah sendiri atau dengan pihak suwasta, akibat 
dari industri yang ada seperti pabrik-pabrik tambang, dan semuah itu 
mengeluarkan limbah buangan yang arah tujuannya sama yaitu ke air sungai. 
dan Juliansyah selaku kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) juga sudah 
mengarahkan staf-staf yang berkontribusi untuk melakukan tindakan 
pencemaran sungai, tindakan yang Juliansyah lakukan  memberi tahu 
kepihak atasan dan semuah perusahaan-perusahaan suwasta yang bergerak 
yang arahnya kebidang lingkungan hidup pasti dikasih teguran untuk 
menjaga ketaatan kepada mereka terhadap lingkungan. Salah satu 
pencegahan dari Juliansyah selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup, 
Juliansyah melakukan tugas pokok fungsi yang terkait yaitu mengawasi 
setiap 3 bulan, semuah perusahaan-perusahaan yang berdampak terhadap 
lingkungan Juliansyah melakukan pengawasan dari dokumen yang pihak 
berwenang sampaikan. 
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Juliansyah juga menyampaikan bawasannya setiap tahun Dinas 
Lingkungan Hidup (DLH) melakukan uji sampel air sungai terakhir 
dilakukan uji sampel maret 2022. Juliansyah juga mengatakan perubahan 
sampel air sungai setiap tahunnya bisa dikatakan sudah tercemar berat dan 
sudah tidak layak minum. Apabila pengujian sampel air dimusim kemarau 
itu pasti tingkat pencemarannya tinggi karena volume sungai sangat kecil, 
jika melakukan uji sampel air di musim hujan maka tingkat pencemarannya 
bisa semakin besar atau lebih kecil, dapat di simpulkan setiap tahunnya itu 
pasti bertambah semakin berat tingkat pencemarannya.49 

 
2. Kepala Desa dan Beberapa Warga Desa Taba Terunjam 

Wawancara dengan Bapak Pajar Santoso (45 Tahun), kepala Desa Taba 
Terunjam, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah.  

Menurut Pajar Santoso selaku Kepala Desa Taba Terunjam,  mengenai 
kapan mulai tercemarnya air sungai di Desa Taba Terunjam, Pajar Santoso 
mengatakan kurang mengetahui kapan mulanya air sinagi itu tercemar, yang 
pastinya saat berdirinya industri-industri yang ada air sungaipun sudah 
mulai tercemari oleh limbah-limbah industri. dan   ucap Pajar Santoso 
mengenai masalah limbah industri yang mencemari sungai saat ini selama 
Pajar Santoso Menjabat sebagai kepala desa, air sungan tersebut sudah sangat 
buruk akibat dari limbah itu sendiri. Pajar Santoso pun mengatakan air sungai 
sudah tidak bisa digunakan untuk mandi dikarnakan air sungai sudah 
berubah warna menjadi keruh dan berbau. Pajar Santoso mengatakan air 
sungai saat ini yang dulunya bisa dijadikan tempat memancing dan lain-lain 
dan sekarang semenjak air sungai di Desa Taba Terunjam mulai tercemar para 
wargapun tidak pernah menggunakan air sungai untuk memancing ikan lagi 
ataupun mandi disungai, karena air sungai tersebut selain berubah warna dan 
berbau, sungaipun menimbulkan rasa panas pada air dikarnakan oleh limbah 
industri itu sendiri. Pajar Santoso mengatakan dampak yang ditimbulakan 
dari limbah industri itu yang pertama yaitu sumber air yang sudah tidak bisa 
dipakai lagi untuk kebutuhan sehari-hari, karena warna dan baunya sudah 
berubah tidak seperti awal mula air sungai belum tercemari oleh limbah 
industri. Kemudian untuk petani, umumnya petani karet yang didekat aliran 
sungai geta karetnya sudah berkurang dikarenakan uapan dari air sungai 
yang sangat panas. Para warga sekitar yang mempunyai kebun khusunya 
petani karet pendapatannya sedikit berkurang dan bukan tidak ada getanya 
lagi tapi penghasilan untuk geta karet tidak sebanyak seperti biasanya 
sebelum industri tersebut mulai berdiri. Pajar Santoso menyatakan kalau 
solusi dari Pajar Santoso itu sendiri mengenai air sungai yang sudah tercemar 
sudah diusulkan dari pihak perangkat desa mengenai solusinya itupun besar 
yaitu pihak perusahaan harus membuat alternatip sendiri untuk aliran sungai 
atau aliran pembuangan limbah itu, sehingga tidak mempengaruhi sungai-
sungai yang ada di Desa Taba Terunjam. Yaitu apakah membuat aliran arus 

                                                             
49

 Wawancara dengan Bapak Juliansyah, (Kepala Dinas Lingkungan Hidup), Hari Senin, 9 mei  2022 
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tersendiri misalnya membuat siring satu arah ke air besar dan jangan melalui 
sungai yang ada. Tapi sampai saat ini pihak dari industripun tidak 
menjalankan solusi yang sudah pihak perangkat Desa Taba Terunjam 
sampaikan dan masih membuang limbah langsung kesungai tanpa ada 
penyaringan sedikitpun. Pajar Santoso mengatakan karena pemanfaatan 
untuk sungai itu sangatlah banyak.50   

Berikutnya wawancara dengan Bapak Baktiar (70 Tahun), warga desa 
Taba Terunjam, Kecamatan Krang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah, 
tepatnya rumah Bapak Baktiar ini dekat dengan aliran sungai tersebut, 
hasilnya sebagai baerikut:  

Baktiar sudah puluhan tahun tinggal dirumah yang letaknya sangatlah 
dekat dengan aliran sungai yang tercemar akibat limbah Industri, Baktiar 
mengatan sudah bagaimana lagi dari lahirnya sudah disini dan sampai 
menikahpun masih tetap tinggal disini bersama istri dan anak-anaknya.  

Menurut Baktiar, kalau bagaimana pendapat saya mengenai 
pencemaran sungai akibat limbah industri, misalkan hari hujan air sungaipun 
meluap di bagian belakang rumah Bapak Baktiar dan dibelakang-belaknag 
rumah warga lainnya. Mengenai air sungai yang meluap sngat kotor dan 
berbau, apabila musim panas tiba air sungaipun menjadi lebih kental akibat 
endapan-endapan dari limbah industri, air sungai tersebut juga mengeluarkan 
seperti minyak-minyak yang mengapung dipermukaan air sungai.  

Baktiar mengatakan terkait air yang terkena limbah industri tersebut 
ada tiga cabang yang mana ketiga cabang tersebut langsung mengalir 
kesungai Bengkulu, ucap Baktiar dampak negatif untuk warga mengenai air 
sungai yang sudah tercemar, kalau air sungai dulu sebelum adanya 
pencemaran industri, semua warga setempat kebanyakan mandi di air sungai 
tersebut, mengambil air untuk air minum dan kebutuhan yang lain-lain. dan 
semenjak air sungai itu tercemar semua wargapun beralih fungsi 
menggunakan air PDAM yang disediakan oleh pemerintah atau 
menggunakan air sumur yang digali masing-masing warga untuk memenuhi 
kebutuhan air sehari-hari. Kalau tindakan dari masyarakat mengenai 
tercemarnya limbah Baktiar mengatakan, dulu sempat ada penanggulangan 
untuk limbah industri supaya air sungai tidak untuk dijadikan tempat 
pembuangan limbah, akan tetapi pada saat itu ada kendala yang tidak bisa 
disampaikan.  

Baktiar juga mengatakan kita dari pihak masyarakat juga tidak bisa 
menahan phak industri untuk tidak membuang limbah ke sungai, karena dari 
situpun kami selaku masyarakat desa tidak tahu apa yang sudah dijanjikan 
pihak industry kepada pihak yang berwenang. dan dari pihak industri itu 
sendiri tidak ada tempat pembuangan limbah selain ke sungai yang ada di 
Desa Taba Terunjam. Baktiar pun menyampaikan solusinya janganlah mandi 

                                                             
50 Wawancara dengan Bapak Pajar Santoso, (Kepala Desa), Hari sabtu, 21  mei  2022 
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dan menggunakan air sungai lagi sebagai mana mestinya, karena air sungai 
saat ini selain tercemar air sungapun sangat lah kotor dan berbau.51 

Berikutnya wawancara dengan Bapak Ibrahim (75 Tahun), warga desa 
Taba Terunjam, Kecamatan Krang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah, 
tepatnya Ibrahim ini dulunya adalah salah seorang buru yang mengerjakan 
bangunan rumah-rumahan salah satu industri yang ada di Desa Taba 
Terunjam, Ibrahim mengerjakan rumah-rumah industri dengan upah harian 
sebesar Rp.5000 rupiah pada saat itu, dan Ibrahim pun penduduk asli dari 
Desa Taba Terunjam tersebut. Hasilnya sebagai baerikut:  

Menurut Ibrahim, sebelum berdirinya industri-industri yang ada saat 
ini, dulunya air sungai yang ada di Desa Taba Terunjam sangatlah bersih dan 
jernih, dan dulunya air sungai masih digunakan warga untuk mandi dan lain 
sebagainya. Akan tetapi semenjak berdirinya industri yang ada air sungai 
sangat berubah drastic yang dulunya bersih dan sekarang menjadi kotor, 
berubah warna menjadi kuning kecoklatan, dan berbau sangat tidak enak 
akibat limbah industri tersebut. Ibrahimpun mengatakan mengenai dampak 
negatif yang diraskan oleh warga sekitar akibat limbah yang mencemari 
sungai di Desa Taba Terunjam, salah satunya bau limbah industri itu apabila 
angina bertiup sangat kencang maka bau nya sangatlah busuk tercium dari 
rumah-rumah warga. Ibrahim pun mengatakan mengenai air sungai apabila 
terkena oleh kulit akan gatal-gatal dan air sungai di Desa Taba Terunjam ini 
sudah panas akibat dari limbah itu, Ibrahim juga mengatakan umpamanya 
kerbau masuk kedalam sungai limbah industri, maka kerbau itu dipastikan 
mati karena sakin kepanasnya air sungai akibat terkontaminasi terhadap 
limbah industri itu.  

Tindakan atau solusi yang dapat dilakukan untuk menanggulangi air 
sungai yang tercemar itu, ucap Ibrahim dulu saat Ibrahim mengerjakan 
pembangunan industri Pak Ibrahim sempat menyampaikan kepada orang 
yang bersangkutan dengan puhak industri. Ibrahim mengatakan tempat 
pembuangan limbah yang dekat dengan dinding sungai tidak boleh dibeton, 
karena kalau dibeton semua tanah di dinding sungai  akan terjadi 
pengikisan/longsor akibat pembeton nanti, dan dengan adanya solusi yang 
Pak Ibrahim sampaikan akhirnya dibagian dinding-dinding sungai yang 
dekat dengan pembuangan limbah tidak dibeton oleh pihak industri.52  

 
B. Tinjauan Fiqh Siyaah Terhadap Dampak Pencemaran Sungai Akibat Limbah 

Industri di Desa Taba Terunjam, Kabupaten Bengkulu Tengah 
Lingkungan yang bersih merupakan dambaan bagi setiap masyarakat yang 

menempati suatu pemukiman. Pengertian lingkungan hidup menurut Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 1 angka 1 adalah kesatuan ruang dari semua 
benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan prilakunya, 
yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan prikehidupan, dan 
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 Wawancara dengan Bapak Baktiar, (Warga Desa), Hari sabtu, 21  mei  2022 
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 Wawancara dengan Bapak Ibrahim, (Kepala Desa), Hari sabtu, 21  mei  2022 
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kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Masalah-masalah yang 
mengganggu kesehatan warga sering kali berasal dari kurangnya kualitas 
kebersihan khususnya timbul pencemaran lingkungan berupa pencemaran 
limbah. Dimana didalamnya terkandung sejumlah pencemaran air sungai, 
merupakan komponen penting bagi kehidupan, baik manusia maupun makhluk 
hidup lainnya.53  

 
Adapun dalam kajian fiqh  siyasah tentu saja perbuatan industri yang 

menginginkan suatu keuntungan sebelah pihak dan merugikan orang lain adalah 
tindakan orang-orang yang zalim. dan hal ini sesuai dengan firman Allah SWT 
yang terdapat dalam Qs. ar-Rum ayat 41 yang berbunyi: 

ا  ْْ ْٕ عَوِلُ ْٗقَِنُْ تعَْطَ الَّرِ ْٗدِٓ الٌَّاضِ لِ٘رُِ الْثحَْسِ توَِا كَعَثتَْ اَ َّ  ظَِسََ الْفعََادُ فِٔ الْثسَِّ 

ىَ  ْْ نُْ ٗسَْجِعُ  لعََلَِّ

“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan 
tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari 
(akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang  benar)”. 

 
 

Sehubungan dengan hal di atas, banyak sekali ayat-ayat al-qur’an dan al-
hadist yang membicarakan tentang keharusan umat manusia menjaga kelestarian 
alam, kiranya di sinilah nilai-nilai yang ada dalam Syariat Islam dapat 
ditransformasikan ke dalam peraturan Perundang-undangan dan kebijakan 
pemerintah setempat untuk mengatur tata lingkungan hidup di daerah-daerah 
yang ada. 

Sedangkan pada kenyataannya dalam pandangan fiqh siyasah pengendalian 
pencemaran sungai  yang dilakukan oleh pemerintah Daerah Kabupaten 
Bengkulu Tengah masih belum sesuai dengan syariat Islam, karena manusia 
sebagai khalifah dibumi ialah untuk dapat memakmurkan bumi sesuai dengan 
syariat Islam. Khalifah dalam pandangan Islam selain bertanggung jawab pada 
dirinya sendiri dia juga harus memikul tanggung jawab sesama makhluk hidup 
lainnya dan seluruh alam termasuk dalam menjaga kelestarian lingkungan. 

Selain itu ada beberapa hal yang harus diketahui dalam mencegah terjadi 
nya pencemaran lingkungan akibat limbah industri. Dalam pencegahan ini tidak 
hanya dilakuakan secara lahiriyah saja melainkan juga dari kesadaran manusia itu 
sendiri. Segala larangan dalam Al-qur’an terhadap pencemaran sungai maupun 
pencemaran lingkungan termasuk dalam pengertian kemungkaran. Seperti 
Firman Allah dalam Q.S Al- A’raf ayat 56:  

 ِ
ا  اىَِّ زَحْوَتَ اّللّٰ طوََع  َّّ ف ا  ْْ ٍُ خَ ْْ ادْعُ َّ ا فِٔ الَْزَْضِ تعَْدَ اِصْلَحِِاَ  ّْ لََ تفُْعِدُ َّ  

يَ الْوُحْعٌِِ٘يَْ   ْٗةٌ هِّ قسَِ   
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“Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan 
baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya 
rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan”.54 

  

 Allah SWT melarang perbuatan yang menimbulkan kerusakan di muka 
bumi dan hal-hal yang membahayakan kelestarian. Yakni dengan perasaan takut 
terhadap siksaan yang ada di sisi-Nya. Sesungguhnya rahmat Allah selalu 
mengincar orang-orang yang berbuat kebaikan, yaitu orang-orang yang mengikuti 
perintah-perintah-Nya dan menjauhi larangan-larangan-Nya.55 

 

َْ لََُ صَدَقحٌَ                    ُّٖ فَُِ افِ َْ هَا أكََلََُ الْعَ َّ ا هَِّ٘تحَ  فلَََُ فِِْ٘اَ أجَْسٌ،   هَيْ أحَْ٘اَ أزَْظ 

“Rasulullah SAW besabda: barang saiapa menghidupkan bumi yang mati maka (bumi) itu 
menjadi miliknya.” (HR. Tirmidzi) 

 
 

Rasulullah SAW menyatakan barang siapa yang mampu menghidupkan 
bumi yang mati itu maka bumi tadi menjadi miliknya. Dapat dipahami bahwa, 
barang siapa mampu menjadikan tanah gersang tadi menjadi produktif dan 
menghasilkan manfaat, maka ia berhak mendapatkan bumi tadi, dan itu akan 
menjadi miliknya. Perlu dipahami bahwa tanah dan bumi pada zaman Rasulullah 
SAW sangat luas dan lebih luas dari pada penduduk pada saat itu. Sehingga 
sangat dimungkinkan banyak tanah yang tidak dirawat tentunya tanah tersebut 
bukan hak milik siapa-siapa, sehingga Rasulullah SAW menyatakan orang yang 
merawatnya berhak menjadikan tanah tadi menjadi hak miliknya. 

Hal tersebut merupakan penghargaan bagi siapa yang peduli terhadap 
kelestarian lingkungan alam. Seseorang yang menghidupkan bumi akan 
mendapatkan dua keuntungan yaitu mendapatkan hasil dari tanah yang diolah 
dan juga memperkecil terjadi nya pencemaran lingkungan yang dampaknya pasti 
akan bisa dirasakan semua masyarakat. 

Ibnu Aqil berkata bahwa Siyasah adalah apa saja tindakan manusia yang 
dapat mendekatkan pada kemaslahatan dan menjauhkan nya dari dari kefasadan 
(kerusakan), meskipun Rasulullah tidak pernah mensyariatkannya, dan tidak ada 
wahyu Allah yang diturunkannya.56  Dalam rangka memelihara keseimbangan 
keserasian hubungan manusia dengan alam, memelihara terwujudnya ketertiban 
dan kesejahteraan sosial sesama manusia, Fiqh Siyasah menegakkan prinsip-
prinsip yang wajib menjadi landasan dan titik tolak aktivitas kekuatan-kekuatan 
sosial, sehingga terjamin kehidupan yang teratur, seimbang, dan harmonis. Kita 
semua sebagai makhluk hidup memerlukan lingkungan hidup yang baik, indah, 
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asri, nyaman dan aman sebagai tempat tinggal untuk melanjutkan kehidupan di 
muka bumi. Karena itu menjadi kewajiban kita semua untuk berakhlak yang baik 
untuk dapat mencintai lingkungan. Menjaga kelestarian lingkungan hidup dan 
tidak melakukan kerusakan di dalamnya merupakan suatu keharusan bagi setiap 
insan manusia. Peran serta manusia sebagai khalifah di bumi dalam mengatasi 
lingkungan hidup. Selain manusia bertanggung jawab pada dirinya sendiri dan 
hartanya, dia juga harus memikul tanggung jawab terhadap sesama makhluk 
hidup lain nya dan seluruh alam. Karena manusia sebagai khalifah dibumi ialah 
untuk dapat memakmurkan bumi (alam yang paling dekat dengan manusia) 
sesuai dengan syariat islam. 

 
C. Apakah Usaha Pemerintah Dalam Penegakan Hukum Lingkungan 

Secara umum permasalahan lingkungan hidup terbagi atas 2 (dua) yaitu 
pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Menurut Undang-Undang 32 
Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Pasal 
13 Ayat (3) menyebutkan “Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan 
lingkungan hidup dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah dan 
penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran 
dan tanggung jawab masing-masing”.    

Dalam hal melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup 
terhadap limbah industri, pelaku usaha limbah industri batu bara wajib mengacu 
pada dokumen lingkungan yang sudah disetujui oleh pemerintah sesuai dengan 
dampak lingkungan yang akan ditimbulkan oleh limbah industri karet dan 
kegiatannya agar tetap berkelanjutan dan lingkungan hidup tetap lestari.  

Sedangkan penegakaan hukum merupakan proses untuk mewujudkan 
keinginan hukum menjadi kenyataan, dimana keinginan hukum itu 
adalah gagasan dari badan hukum yang membuat Undang-Undang 
yang dituangkan dalam peraturan-perturan hukum.57 Penegakan hukum yang 
dilakukan dengan tujuan mengendalikan dampak lingkungan hidup dengan 
menggunakan secara maksimal instrument pengawasan dan perizinan.58 
pengawasan merupakan upaya untuk mewujudkan penataan terhadap ketentuan-
ketentuan di bidang lingkungan hidup, khususnya tentang perlindungan dan 
pengelolaan lingkungan hidup (PPLH). Berdasarkan informasi pejabat fungsional 
pengawas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan 
Kabupaten Bengkulu Tengah mengatakan bahwa usaha penegakan peraturan 
hukum lingkungan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Kabupaten 
Bengkulu Tengah sesuai dengan peraturan Undang-undang 32 Tahun 2009 Pasal 
13 Ayat (3) tentang pembentukan tim “Pengendalian pencemaran dan kerusakan 
lingkungan hidup dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah dan 
penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran 
dan tanggung jawab masing-masing”. Walaupun sudah dilakukan sosialisai 
mengenai pencemaran sungai akibat limbah industri batu bara dengan 
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pemerintah daerah khususnya Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Akan tetapi 
pihak dari industri masih saja membuang limbah buangan langsung kesungai 
tanpa membuat jalur khusus pembuangan limbah itu sendiri. Tentang 
pembentukan tim pengawasan pencemaran dan perusakan Lingkungan Hidup di 
Kabupaten Bengkulu Tengah. Pengawasan terhadap setiap usaha yang 
menghasilkan limbah. 

Berdasarkan pengawasan yang dilakukan oleh pejabat pengawas 
Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Tengah diperoleh data pelanggaran 
pembuangan limbah industri pertahun di Kabupaten Bengkulu Tengah sebagai 
berikut: 

 

Table 1.11 
Pelanggaran dan Pemberian Sanksi Pembuangan Limbah Industri 

Pertahun di Kabupaten Bengkulu Tengah 
 

No Jenis sanksi Jumlah Usaha/kegiatan 

1 Teguran Tertulis 235 

2 Paksaan Pemerintah 62 

3 Pembekuan Izin 0 

4 Pencabutan Izin 0 

 Total 297 

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersiahan Kabupaten Bengkulu Tengah 
 

Kemudian Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan 
Kabupaten Bengkulu Tengah mengatakan bahwa dalam hal telah terjadi 
kerusakan ataupun pencemaran lingkungan, yang perlu dilakukan 
adalah upaya represif berupa pengenaan sanksi yang sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

Mengenai sanksi administratif sesuai dengan yang terdiri dari teguran 
tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan atau pencabutan izin 
lingkungan. Sedangkan sanksi pidana juga dapat dijatuhkan terhadap pelaku 
usaha yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan 
dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau 
kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dengan pidana penjara 3 (tiga) tahun 
dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 3.000.000.000,00 
(tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar 
rupiah) sesuai dengan pasal 98 ayat (1).  

Berdasarkan data yang diperoleh di Dinas Lingkungan Hidup dan 
Kebersihan Kabupaten Bengkulu Tengah dalam tahun 2019  sanksi yang 
dijatuhkan kepada pelanggaran pembuangan limbah industri batu bara di 
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Kabupaten Bengkulu Tengah yaitu sanksi administratif berupa teguran tertulis 
sebanyak 235 usaha yang melanggar kegiatan penghasil limbah dan paksaan 
pemerintah sebanyak 62 usaha yang melanggar kegiatan penghasil limbah. 
Sedangkan sanksi administratif berupa pencabutan izin dan pembekuan izin, serta 
sanksi pidana belum pernah dijatuhkan terhadap usaha yang melanggar kegiatan 
penghasil limbah industri di Kabupaten Bengkulu Tengah. 
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BAB V 
PENUTUP 

 
A. Kesimpulan  

Setelah penulis mengkaji dan memaparkan penelitian ini, maka dapat diambil 
kesimpulan bahwa: 
1. Adapun yang telah dilakukan sebagai bentuk penegakan hukum lingkungan 

hidup menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 13 Ayat (3) 
tentang pembentukan tim “Pengendalian pencemaran dan kerusakan 
lingkungan hidup dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah dan 
penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan kewenangan, 
peran dan tanggung jawab masing-masing.” Berdasarkan data yang diperoleh 
di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Bengkulu Tengah 
dalam tahun 2019 sanksi yang dijatuhkan kepada pelanggaran pembuangan 
limbah industri karet di Kabupaten Bengkulu Tengah yaitu sanksi 
administratif berupa teguran tertulis sebanyak 235 usaha yang melanggar 
kegiatan penghasil limbah dan paksaan pemerintah sebanyak 62 usaha yang 
melanggar kegiatan penghasil limbah. Meskipun penegakan hukum berupa 
sanksi administratif sudah dijalankan namun pencemaran Sungai di Desa 
Taba Terunjam masih terus berlangsung karena pihak dari industri masih 
juga belum membuat jalan alternatif untuk pembuangan limbah itu sendiri. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat dilihat bahwa kualitas air Sungai di Desa 
Taba Terunjam tidak dapat digunakan  untuk kebutuhan sehari-hari 
masyarakat di sekitar Sungai Desa Taba Terunjam. 

2. Pencemaran air Sungai di Desa Taba Terunjam pada Bulan maret 2022 
menunjukkan bahwa air sungai di Desa Taba Terunjam sudah tidak 
memenuhi baku mutu air sungai, dikarnakan pada hasil uji sampel pada 
bulan maret 2022 baku mutu air sungai sudah tercemar berat memasuki kelas 
D (tercemar berat).  

3. Dalam pandangan fiqh siyasah pengendalian pencemaran sungai  yang 
dilakukan oleh pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah masih belum 
sesuai dengan syariat Islam, karena manusia sebagai khalifah dibumi ialah 
untuk dapat memakmurkan bumi sesuai dengan syariat Islam. Khalifah 
dalam pandangan Islam selain bertanggung jawab pada dirinya sendiri dia 
juga harus memikul tanggung jawab sesama makhluk hidup lainnya dan 
seluruh alam termasuk dalam menjaga kelestarian lingkungan. 
 

B. Saran  
1. Disarankan kepada para pihak pengelola industri agar lebih memperhatikan 

keseimbangan lingkungan agar limbah-limbah buangan dari industri yang 
dikelolanya tidak menimbulkan berbagai dampak yang merugikan manusia. 

2. Kepada pemerintah daerah Kabupaten Bengkulu Tengah sebaiknya dapat 
memberikan sarana dan prasana serta tenaga ahli yang dapat menunjang 
kegiatan pengendalian pencemaran sungai yang dilakukan oleh Dinas 
Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Tengah dalam rangka mencegah 
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pencemran lingkungan khususnya pencemran sungai oleh usaha dan/atau 
kegiatan yang ada di wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah. 

3. Kepada Masyarakat diharapkan agar masyarakat dapat menjadi pihak yang 
aktif dalam memperjuangkan hak-hak mereka untuk memperoleh lingkungan 
yang baik dan berusaha untuk selalu menjaga dan melesatarikan lingkungan 
disekitarnya. 
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